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ABSTRAK 

 ANITA FATRIANI, 2020. Evaluasi Kinerja Pengelolaan Anggaran pada 

Kantor DPRD Kabupaten Enrekang. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: 

Dr Ismail Badollahi, S.E., M.Si CA CSP dan Andi Tenri Syahriani, S.Pd., M.M 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran 

pada kantor DPRD Kabupaten Enrekang serta untuk mengetahui kinerja 

pengelolaan anggaran di kantor DPRD Kabupaten Enrekang apakah telah berjalan 

secara efektif dan efisien, metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data 

yaitu observasi, wawancara, dokumen atau arsip serta kepustakaan. Dalam 

penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup 

data primer. 

 Hasil dari penelitian yang dilakukan di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten 

Enrekang mengenai Evaluasi Kinerja Pengelolaan Anggaran pada Kantor DPRD 

Kabupaten Enrekang, menunjukkan bahwa Kinerja pengelolaan anggaran di 

kantor tersebut sudah dapat dikatakan baik, ditunjukkan dengan terpenuhinya 

target-target yang telah disusun sesuai dengan rencana dalam hal kegiatan baik 

pengawasan, penganggaran, maupun pelaksanaan. dan sudah termasuk dalam 

kategori efektif terlihat dari lebih kecilnya jumlah realisasi anggaran dibandingkan 

dengan anggaran yang telah ditargetkan yaitu sebesar 99,41% namun dinilai 

kurang mampu menghemat anggaran belanja dengan efisien, hal ini terlihat dari 

hasil persentasi analisis efesiensi sebesar 93,59% dan termasuk dalam kategori 

kurang efisien. 

Kata Kunci: Kinerja Pengelolaan Anggaran, Efektif dan Efisien 
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ABSTRACT 

 ANITA FATRIANI, 2020. Evaluation of Budget Management 

Performance at the Enrekang Regency DPRD Office. Thesis. Management 

major. Department of Faculty of Economics and Business, University of 

Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Dr Ismail Badollahi, S.E., M.Si CA 

CSP and Andi Tenri Syahriani, S.Pd., M.M 

 This research aims to evaluate the performance of budget management at 

the Enrekang Regency DPRD office and to determine whether the budget 

management performance at the Enrekang Regency DPRD office has been 

running effectively and efficiently. The analytical method used is descriptive 

qualitative and quantitative descriptive methods using data collection techniques, 

namely observation. interviews, documents or archives and literature. In this 

research, the data sources used in data collection include primary data. 

 The results of research conducted at the Enrekang Regency DPRD 

Secretariat office regarding the Evaluation of Budget Management Performance at 

the Enrekang Regency DPRD Office, show that the performance of budget 

management in the office can be said to be good, shown by the fulfillment of targets 

that have been prepared in accordance with the plan in terms of activities. both 

supervision, budgeting and implementation. and is included in the effective 

category as seen from the smaller amount of budget realization compared to the 

targeted budget, namely 99.41% but is considered less able to save the budget 

efficiently, this can be seen from the results of the efficiency analysis percentage 

of 93.59% and includes in the less efficient category. 

Keywords: Budget Management Performance, Effective and Efficient 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang dibagi atas daerah-daerah 

yang mempunyai pemerintahan daerah, secara konstitusional diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 

ayat 1. Pemerintah daerah sendiri diatur lebih lanjut dalam Undang-

Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014). 

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah daerah (pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan 

fungsi pemerintah daerah dapat terlaksana secara optimal jika 

penyelenggaraan pemerintah daerah diberi sumber penerimaan yang 

cukup kepada daerah. 

Sumber-sumber penerimaan yang dimaksud berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli 

Daerah yang sah. Sumber-sumber penerimaan inilah yang nantinya masuk 

dalam keuangan daerah. Keuangan daerah dalam hal ini Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah instrument yang digunakan 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan digunakan untuk 

menentukan besar pendapatan dan pengeluaran serta membantu 
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pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta 

pengeluaran dimasa yang akan datang. APBD merupakan wujud dari 

pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, 

pengelolaan keuangan daerah diharapkan bisa menjamin terbangunnya 

suatu kondisi yang bermuatan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Terkait 

dengan pengelolaan, pengelolaan APBD adalah seluruh kegiatan yang 

diambil dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga 

pengawasannya. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah 

diharapkan pengelolaan lebih teratur dan lebih baik guna untuk memotivasi 

kearah perbaikan ekonomi, penyaluran anggaran yang tepat sasaran, 

menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil demi kesejahteraan 

masyarakat. 

Kantor DPRD memiliki tanggungjawab penting dalam mengelola 

anggaran publik. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sangat 

penting untuk memastikan alokasi dana yang tepat. Penegasan dibidang 

pengelolaan keuangan dalam Undang-Undang mengenai keuangan 

negara, otoritas untuk mengelola keuangan negara merupakan bagian 

otoritas pemerintah. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan dalam semua bagian dari 

pengelolaan keuangan daerah. Pelaporan keuangan Sekretariat DPRD 

adalah komponen penting dari pengelolaan keuangan daerah dan 

merupakan bagian penting dari proses keuangan daerah secara 

keseluruhan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak kewajiban daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintah dianggap sebagai keuangan daerah. 
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Penilaian kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor 

efektifitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga kinerja suatu instansi 

pemerintah daerah akan dinilai baik apabila instansi mampu mencapai 

tingkat efektifitas belanja dan mampu mengidentifikasikan anggaran 

sehingga anggaran tersebut dapat mencapai tujuan tanpa terjadinya defisit 

anggaran. Dalam penggunaan anggaran yang dilakukan secara efektif 

akan berdampak positif terhadap program kegiatan pemerintah yang ingin 

dicapai sehingga dapat dikatakan sesuai rencana dan strategi yang telah 

ditetapkan. Efektifitas menjadi indikator mutlak dalam keberhasilan atau 

tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan termasuk dalam 

pengelolaan anggaran daerah. 

Adapun penggunaan anggaran yang dikelola oleh Sekretariat 

DPRD Kabupaten Enrekang dan merupakan data realisasi anggaran tahun 

2020-2022. 

Tabel.1.1 
Laporan Realisasi Anggaran Kantor DPRD Kabupaten 

Enrekang T.A 2020-2022 
 

Tahun Anggaran Realisasi 

2020 27,318,103,071.00 26,201,607,130.00 

2021 25,078,905,542.00 20,795,738,471.00 

2022 27,138,043,940.00 25,558,447,322.00 

  Sumber: (Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang) 

Berdasarkan penjabaran tabel di atas dapat diperhatikan bahwa 

adanya penurunan anggaran tahun 2020 ke tahun 2021 dan terjadi 

peningkatan ditahun 2021 ke tahun 2022. Dapat dilihat bahwa jumlah 

anggaran untuk membiayai kegiatan dalam program tersebut menunjukkan 
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adanya suatu permasalahan yang ada kaitannya dengan penggunaan 

dalam pengalokasian anggaran yang dalam realisasinya tidak sesuai 

berdasarkan target anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan. 

Namun, apabila diperhatikan pada perspektif efektivitas pengelolaan 

anggaran maka dapat dilihat bahwa pengelolaan anggaran pada kantor 

Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang masih tergolong efektif. dalam 

pengelolaan anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang dari tahun 

2020-2022 masih terdapat sisa anggaran dengan jumlah 1,158,645,941.00 

pada tahun 2020, lalu 4,316,601,021.00 pada tahun 2021 dan 

1,584,082,568.00 pada tahun 2022. 

Evaluasi Anggaran menunjukkan luasnya perbedaan angaran yang 

digunakan kembali oleh masing-masing kepala bagian dan dipergunakan 

dalam penilaian evaluasi kinerja mereka. Evaluasi sebagai penelitian untuk 

pengumpulkan memeriksa, dan menyajikan data yang berguna untuk objek 

penilaian (evaluasi), survey dengan membandingkan antara indikator 

evaluasi dan hasilnya digunakan untuk menentukan pilihan atau suatu 

keputusan tentang objek evaluasi. 

Menurut Rezky (2019) pada dasarnya evaluasi anggaran 

merupakan suatu proses untuk melakukan perbandingan antara anggaran 

yang telah disusun terhadap pelaksanaan yang terjadi, sehingga dari 

perbandingan ini bisa dilihat jika adanya penyimpangan yang berlangsung 

saat proses pelaksana. Penyimpangan yang terjadi dapat digunakan 

sebagai dasar yang berguna untuk mengukur efisiensi dan 

membandingkan kinerja. Bentuk evaluasi anggaran artinya menggantung 

nilai terhadap seluruh tekanan guna memenuhi target anggaran. Selain itu, 
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bentuk evaluasi anggaran sudah disimpan sebagai suatu sistem dalam 

evaluasi kinerja pada literatur akutansi pengendalian. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Rustanti & Sudharma, 2022) pada 

Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Menemukan bahwa tingkat efektifitas 

pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali tahun 2021 

mencapai angka 76% dengan kategori kurang efektif. Namun meskipun 

terjadi penurunan tingkat efektifitas dalam pengelolaan anggaran tahun 

2021, seluruh target yang direncanakan pada Sekretariat DPRD Provinsi 

Bali telah terlaksana dan terealisasi dengan baik.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Perawati Pandere 

(2023). Menemukan bahwa (1) pengelolaan pendapatan pada Sekretriat 

DPRD Kabupaten Gowa dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari tingkat 

presentasi realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan sebesar 

100%, (2) Pengelolaan belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa 

dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari tingkat presentasi realisasi belanja 

terhadap aanggaran belanja sebesar 76%. Hal ini ditunjukkan dengan tidak 

adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja.(Perawati, 2023) 

Penelitian yang sama dilakukan oleh Rusdi (2018) pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang mengenai analisis 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum mencapai target namun 

termasuk dalam kategori efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah 

yang terealisasi dengan yang dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja 

pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dinilai mampu menghemat 
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anggaran belanja dengan sangat efektif. Hal ini terlihat dari tidak adanya 

angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang ditargetkan. 

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

saat ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang 

pengelolaan Anggaran. Adapun Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu 

penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana kinerja pengelolaan anggaran 

kantor DPRD Kabupaten Enrekang. Perbedaan lainnya terletak pada 

metode pendekatan yang digunakan dimana penelitian terdahulu dengan 

pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Dan juga objek dari penelitian yang berbeda dengan penelitian 

terdahulu. 

Fokus penelitian ini dilakukan pada kantor Sekretariat DPRD 

Kabupaten Enrekang. Karena pada kantor tersebut menunjukkan adanya 

suatu permasalahan yang ada kaitannya dengan penggunaan dalam 

pengalokasian anggaran yang dalam realisasinya tidak sesuai 

berdasarkan target anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan. 

Anggaran pemerintah dikelola oleh dewan perwakilan rakyat, Terkadang 

pengelolaan anggaran tidak dilakukan dengan baik sehingga dana yang 

seharusnya digunakan untuk kebaikan masyarakat malah tidak efektif dan 

efisien. Namun pada dasarnya dalam pengelolaan anggaran pemerintah 

perlu adanya peningkatan kinerja agar dana yang digunakan tidak serta 

merta dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak penting atau dana yang 

dikeluarkan tidak salah tempat. Evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan 

pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan agar pemerintah terpacu 

untuk meningkatkan kinerjanya ditahun berikutnya. Oleh karena itu, 
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evaluasi kinerja pengelolaan anggaran menjadi langkah yang diperlukan 

untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi 

perbaikan. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, Maka Penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “Evaluasi Kinerja Pengelolaan 

Anggaran pada Kantor DPRD Kabupaten Enrekang” yang dimana 

objek dari penelitian ini adalah Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten 

Enrekang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja pengelolaan anggaran di kantor DPRD Kabupaten 

Enrekang? 

2. Apakah kinerja pengelolaan anggaran di kantor DPRD Kabupaten 

Enrekang telah berjalan secara efektif dan efisien? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran pada kantor 

DPRD Kabupaten Enrekang  

2.Untuk mengetahui kinerja pengelolaan anggaran di kantor DPRD 

Kabupaten Enrekang apakah telah berjalan secara efektif dan efisien 
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D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang 

kinerja pengelolaan anggaran kantor DPRD. Serta untuk 

membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan 

kenyataan sebenarnya. 

b. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, 

referensi serta dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi pihak-

pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian 

maupun judul penelitian yang hampir sama dimasa yang akan 

datang. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat menjadi langkah untuk mengidentifikasi kelemahan 

kinerja pengelolaan anggaran di kantor Sekretariat DPRD 

Kabupaten Enrekang dan memberikan rekomendasi perbaikan 

agar pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya ditahun 

berikutnya yang dapat digunakan untuk menunjang perekonomian 

daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pengelolaan Anggaran 

a. Pengertian Anggaran 

Anggaran berasal dari kata budget (inggris), sebelumnya 

dari kata bougette (perancis) yang berarti sebuah tas kecil. Menurut 

Indra Bastian, berdasarkan The National Committee on 

Gouverment Accounting (NCGA) yang saat ini telah menjadi 

Govermental Accounting Standards Board (GASB) deinisi 

Anggaran (budget) adalah rencana operasional keuangan, yang 

mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber 

pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode 

waktu tertentu. 

Pengelolaan anggaran adalah proses perencanaan, 

penganggaran pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 

penggunaan anggaran. 

Pandere (2023:11) menyatakan anggaran adalah Estimasi 

yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam 

ukuran finansial. 

Nafarin (2020:7) menyatakan bahwa Anggaran adalah 

suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun 

berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) 

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi 

yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan 
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umumnya dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga 

dinyatakan dalam satuan barang/jasa. 

Noreen (2019:402) Anggaran adalah rencana rinci tentang 

perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber 

daya lainnya untuk suatu periode tertentu. 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

suatu anggaran memiliki empat unsur, yaitu: 

1) Rencana yaitu suatu penentuan lebih dahulu tentang aktifitas 

yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada 

dalam perusahaan. 

2) Meliputi seluruh kegiatan perusahaannya itu mencakup 

kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang 

ada dalam perusahaan. 

3) Dinyatakan dalam satuan moneter yaitu satuan yang berlaku di 

Indonesia adalah rupiah. 

4) Jangka waktu tertentu yang akan datang yaitu menunjukkan 

bahwa anggaran berlaku untuk masa yang akan datang, oleh 

karena itu apa yang dimuat dalam anggaran adalah taksiran-

taksiran tentang apa yang akan terjadi dan akan dilakukan 

diwaktu yang akan datang. 

b. Fungsi Anggaran 

Menurut Munandar (2020) dan Noreen (2019) Anggaran 

tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga 

sebagai alat untuk melakukan pengendalian. Perencanaan 

mencakup pengembangan tujuan untuk masa yang akan datang, 
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sedangkan pengendalian merupakan alat untuk memastikan dan 

menjamin bahwa seluruh fungsi manajemen dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. 

c. Tujuan Penyusunan Anggaran 

Penyusunan Anggaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai metode dengan beberapa segmen 

pembagian kerja, hal ini tergantung dari kebijakan dan ketetapan 

perusahaan yang menunjukkan siapa yang bertanggungjawab 

terhadap penyusunan anggaran tersebut. 

Ellen et.al (2023:4) Tujuan penyusunan Anggaran yaitu: 

1) Untuk menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas 

dan formal, sehingga bisa menghindari keracunan dan 

memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai 

manajemen 

2) Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-

pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan 

dilaksanakan. 

3) Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktifitas dengan 

maksud mengurangi ketidakpastiandan memberikan 

pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam 

upaya mencapai tujuan perusahaan. 

4) Untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan 

ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber  
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5) Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja 

individu dan kelompok, menyediakan informasi yang mendasari 

perlu tidaknya tindakan koreksi. 

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah UU No 17 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 8 tentang Keuangan 

Negara. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah PP 12/2019, APBD adalah rencana keuangan tahunan 

daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda). 

Fauzi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

adalah program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam 

satu tahun mendatang yang di wujudkan dalam suatu bentuk uang. 

Syarifuddin, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

adalah rencana kerja atau program kerja atau program kerja 

pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu yang didalamnya 

memuat rencana pendapatan dan belanja selama tahun kerja 

tersebut. 

J. Wajong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah duatu rencana pekerjaan keuangan (finansial 

workplan) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu pada 

waktu badan legislatif memberi kredit kepada badan-badan 

eksklusif untuk melakukan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan 
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rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang terjadi dasar 

penetapan anggaran dan menunjukkan semua penghasilan untuk 

mmenutup pengeluaran. 

e. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Pengelolaan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 dimana Kegiatannya mulai dari tahap 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasannya. Berikut 

penjelasannya: 

1) Perencanaan dan Penganggaran APBD Pengelolaan APBD 

dimulai dari tahap Perencanaan dan penganggaran tahap 

perencanaan ini merupakan suatu proses tindakan masa depan 

yang tepat melalui urutan pilihan dan prioritas dengan 

memperhitungkan sumber daya yang ada. Proses perencanaan 

dan penganggaran ini sangat penting dalam memastikan 

seluruh rangkaian kegiatan pembangunan. 

2) Tahapan dalam proses perencanaan APBD dimulai dengan 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah 

ada. 

3) Penatausahaan APBD terdiri dari penata usahaan penerimaan, 

penatausahaan pengeluaran, penatausahaan non kas. Penata 

usahaan badan milik negara 

4) Penatausahaan penerimaan meliputi kegiatan menerima, 

menyetor, membayar, menyerahkan dan 
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mempertanggungjawabkan penerimaan yang dikelola oleh 

SKPD/SKPKD. Alur penatausahaan penerimaaan dicatat dalam 

buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan dan 

buku register surat tanda setor 

5) Penatausaan pengeluaran hampir sama dengan 

penatausahaan penerima hanya saja pertanggungjawaban 

terhadap pengeluaran uang. Alur penatausahaan ini melalui 

surat permintaan pembayaran, uang persediaan, ganti uang, 

tambah uang 

6) Penatausahaan non kas berasal dari transaksi-transaksi yang 

tidak terkait dengan keluar masuknya kas dan tidak ada 

dampaknya terhadap pengadaan barang dan jasa. Sedangkan 

penatausahaan BMD meliputi pembukuan, inventarisasi, dan 

pelaporan 

7) Pelaporan dan pertanggungjawaban APBD meliputi: Laporan 

realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja, 

laporan tahunan, penetapan raperda, evaluasi rancangan perda 

8) Pengawasan APBD pelaksanaan pengawasan APBD dilakukan 

oleh DPRD, selain pengawasan, ada 2 bentuk pengawasan 

daerah yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. 

f. Prinsip Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 menyatakan 

bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan 

prinsip berikut: 
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1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan 

daerah 

2) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan, 

UUD yang lebih tinggi 

3) Berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS 

4) Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

5) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomi, efektif, transparan 

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan manfaat untuk masyarakat. 

6) APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan penerimaan dan pengeluaran 

Penjelasan dalam Undang-Undang NO 19 Tahun 2023 

tentang keuangan negara yang berlaku juga dalam pengelolaan 

Anggaran Negara mempunyai prinsip dasar (asas) yaitu: 

1) Kesatuan, asas ini menghendaki agar semua pendapatan dan 

belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen 

anggaran. 

2) Universalitas, asas ini mengharuskan agar setiap transaksi 

keuangan di tampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. 

3) Tahunan, asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk 

suatu tahun tertentu. 

4) Spesialitas, asas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang 

disediakan terinci secara jelas peruntukannya. 
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5) Aktual, asas ini menghendaki suatu tahun anggaran dibebani 

untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar untuk 

menguntungkan untuk anggaran penerimaan 

6) Kas, asas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran 

dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang ke 

kas daerah. 

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD harus 

memperhatikan beberapa prinsip yaitu: Partisipasi Masyarakat, 

yang artinya pengambilan keputusan dalam tahap penyusunan dan 

penetapan APBD sebainya mengikut sertakan partisipasi 

masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui hak dan 

kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Transparansi dan 

Akuntabilitas Anggaran, yang artinya APBD yang disusun harus 

menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh 

masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, 

serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil 

yang ingin dicapai dari suatu kegiatan tertentu. Efisien dan 

Efektifitas Anggaran Artinya dana yang tersedia harus 

dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal demi kepentingan 

masyarakat. Tata asas, yang artinya APBD sebagai kebijakan yang 

ditetapkan dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya. 
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g. Dasar Hukum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama halnya 

dengan tujuan penyusunan APBD. APBD disusun sebagai 

pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara 

didaerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk 

meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD maka 

pemborosan, penyelewengan dan kesalahan dapat di hindari. 

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan 

pembuatan APBD adalah sebagai berikut: UU No. 9 Tahun 2015 

tentang Pemerintah Daerah, UU No 1 Tahun 2022 tentang 

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP 

No. 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan Daerah, Keputusan Menteri dalam Negri No. 27 Tahun 

2021 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban 

keuangan Daerah serta tata cara pengawasan penyusunan dan 

perhitungan APBD. Ditetapkannya Undang-Undang tersebut berarti 

daerah memiliki tanggung jawab atas pengalokasian dana yang 

dimiliki dengan cara efisien dan efektif. Khususnya dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada 

masyarakat. 

h. Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Tahap proses penyusunan anggaran berpedoman pada 

Permendagri 84 Tahun 2022 tentang sistem perencanaan 

pembangunan nasional, dimulai dari proses penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi-misi 
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serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah untuk lebih memahami prosedur penyusunan APBD. 

Setelah rencana pembangunan jangka panjang dan rencana 

pembangunan jangka menengah nasional dengan memuat hal-hal 

tentang arah kebijakan umum daerah, program serta kegiatan 

SKPD yang dituangkan dalam Renstra dengan acuan kerangka 

pagu indikatif. Rencana pembangunan jangka enengah daerah 

ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat tiga bulan sejak 

kepala daerah dilantik. Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan 

RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan 

acuanRPJMD, Renstra, Renja dan memperhatikan RKP dengan 

peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. 

i. Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Menurut Peraturan Menteri dalam negri nomor 27 Tahun 

2021 struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari 

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 

Berikut ini adalah penjelasan dari komponen-komponen struktur 

APBD yaitu: 

1) Pendapatan, Pendapatan adalah semua penerimaan daerah 

dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari 

berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

2) Belanja, Belanja Daerah yaitu kewajiban pemerintah daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
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3) Pembiayaan, Pembiayaan merupakan penerimaan daerah dan 

pengeluaran daerah, pembiayaan ini antara lain: penerimaan 

daerah dan pengeluaran daerah. 

4) Kinerja Keuangan Daerah, yaitu semua hak-hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah 

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut. 

 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah. 

Budiarjo dalam Baskoro (2020:30) menyebutkan DPRD 

adalah lembaga legislatif atau memuat peraturan, peraturan 

perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-

kebijakan itu. DPRD dapat dikatakam badan yang membuat 

keputusan yang menyangkut kepentingan umum. 

Fuad dalam jurnal administrasi negara (2022:24) 

mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk 

memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan 
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lembaga perwakilan rakyat yang berada didaerah dan sebagai 

salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi 

masyarakat daerah yang diwakilinya. 

b. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Pemerintah Daerah, 

kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kota, Adapun fungsi sebagai berikut: 

1) Fungsi Legislasi, Dilaksanakan dengan cara membahas 

bersama Bupati atau Walikota dan menyetujui atau tidak 

menyetujui anggaran perda kabupaten/kota, mengajukan usul 

rancangan pada kabupaten/kota, menyusun program 

pembentukan perda kabupaten/kota. Dasar hukum DPRD 

menjalankan fungsi legislasi terhadap dalam pasal 20 Ayat 1 

UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 

memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. 

2) Fungsi Anggaran, Diwujudkan dalam bentuk pembahasan 

untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan perda 

Kabupaten/ kota tentang APBD Kabupaten / Kota yang diajukan 

bupati/walikota dan dilaksanakan dengan cara, Membahas KUA 

dan PPAS yang disusun oleh bupati/walikota berdasarkan 

RKPD, Membahas rancangan perda Kabupaten/Kota tentang 

APBD Kabupaten/Kota, Membahas rancangan Perda 

Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD Kabupaten/Kota dan 
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Membahas rancangan perda Kabupaten/Kota tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. 

3) Fungsi Pengawasan, Sebagaimana tertuang dalam UU 

Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk pengawasan 

terhadap Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Walikota, Pelaksanaan Ketentuan peraturan perundang-

undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan tindak 

lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). 

c. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. 

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 154 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota sebagai 

berikut: 

1) Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota 

2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan mengenai 

APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota. 

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan 

APBD Kabupaten/Kota. 

4) Memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dalam hal terjadi 

kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. 

5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian 

Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil 
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pemerintahan pusat untuk mendapatkan pengesahan 

pengangkatan atau pemberhentian. 

6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian 

Internasional di Daerah. 

7) Meminta pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 

internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya 

berdasarkan metode yang dilakukan pada penelitian tersebut. Penelitian 

terdahulu berfungsi sebagai bahan referensi untuk membandingkan 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini. 

Tabel 2.1 
Tinjauan Empiris 

 
No Nama 

Peneliti dan 
Tahun 
Penelitian 

Judul 
Penelitian 

Alat  
Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Perawati 
Pandere 
(2023) 

Analisis 
Pengelolaan 
Anggaran dan 
Pendapatan 
Belanja 
Daerah pada 
Sekretariat 
Dewan 
Perwakilan 

Analisis  
Deskriptif 

(1) Pengelolaan 
Pendapatan 
pada 
Sekretariat 
DPRD 
Kabupaten 
Gowa dapat 
dikatakan 
baik, hal ini 
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Rakyat Daerah 
(DPRD) 
Kabupaten 
Gowa 

dilihat dari 
Tingkat 
persentase 
realisasi 
pendapatan 
terhadap 
anggaran 
pendapatan 
sebesar 
100% 

(2) Pengelolaan 
belanja pada 
Sekretariat 
DPRD 
Kabupaten 
Gowa dapat 
dikatakan 
baik, hal ini 
dilihat dari 
Tingkat 
persentase 
realisasi 
belanja 
terhadap 
anggaran 
belanja 
sebesar 
76%. Hal ini 
ditunjukkan 
dengan tidak 
adanya 
realisasi 
belanja yang 
melebihi 
anggaran 
belanja 

2 Aryanti, 
Nani (2023) 

Analisis 
Kinerja 
Anggaran 
Keuangan 
Pendapatan 
dan Belanja di 
Sekretariat 
DPRD 
Kabupaten 
Sarolangun 

Analisis 
Deskriptif 

Perkembangan 
belanja daerah 
Kabupaten 
Sarolangun selama 
tahun 2013-2019 
mengalami 
perkembangan rata-
rata20,67%. Untuk 
kinerja belanja 
daerah dari sisi 
keserasian 
dikatakan baik 
dalam 
mengalokasikan 
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belanja daerah 
karena alokasi 
belanja operasional 
lebih besar dari 
pada belanja modal. 
Sedangkan Tingkat 
rata-rata efisiensi 
belanja di 
Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) 
Kabupaten 
Sarolangun selama 
tahun 2013-2019 
tergolong efisien. 

3 Nadya 
Haryanti, 
Susi 
Apriliani 
(2023) 

Pengelolaan 
Anggaran dan 
Perangkat 
Daerah 
Sekretariat 
DPRD Kota 
Padang 
Sidempuan 

Analisis 
Deskriptif 

Efektifitas 
Pengelolaan 
keuangan pada 
Sekretariat DPRD 
Kabupaten Padang 
Sidempuan cukup 
baik dan sistematis. 
Peningkatan sarana 
dan prasarana agar 
tugas dapat tercapai 

4 Husnul 
Khatimah 
Najamuddin 
(2023) 

Analisis 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Asli Daerah 
dan Anggaran 
Transfer 
Daerah dalam 
Pengukuran 
Kinerja 
Keuangan 

 Analisis yang 
digunakan yaitu 
menggunakan 
rasio derajat 
desentralisasi 
fiskal, rasio 
ketergantungan 
keuangan 
daerah, rasio 
kemandirian 
keuangan 
daerah dan 
rasio efektivitas 
keuangan 
daerah 

Kinerja Keuangan 
kota Pare-Pare 
masih ada yang 
belum stabil dan 
begitu baik. Dimana 
pada derajat 
desentrasi fiscal 
masih kategori 
rendah sekali, 
ketergantungan 
keuangan daerah 
dikategorikan 
sangan tinggi, 
kemandirian 
keuangan daerah 
pada tahun 2018-
2019 dikategorikan 
cukup efektif 
sedangkan pada 
tahun 2020 
dikategorikan naik 
sangat efektif. 

5 Shita Auliya 
Febrianti, 
Khaerul 

Evaluasi 
Anggaran 
Program 

Analisis 
Deskriptif 

Anggaran untuk 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
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Umam, 
Dedeng 
Yusuf 
Maolani 
(2022) 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur di 
Sekretariat 
DPRD Kota 
Bandung 
Tahun 2018-
2020 

aparatur program di 
Sekretariat DPRD 
Kota Bandung telah 
Terlaksana dengan 
baik meskipun 
masih terdapat 
beberpa 
permasalahan yang 
terjadi baik pada 
bagian pengadaan 
maupun 
pemeliharaannya. 
Kegiatan program 
yaitu anggaran yang 
tidak terealisasi 
sepenuhnya, 
ketidaktepatan 
dalam menentukan 
harga satuan barang 
sehingga 
realisasinya tidak 
mencapai target, 
serta  kebutuhan 
yang mendadak 
anggota Dewan 
mengakibatkan 
kekurangan 
anggaran karena 
yang dibutuhkan 
tidak tercantum 
dalam anggaran 
murni 

6 Sudharma, 
Kadek 
Januarsa 
Adi, dkk 
(2022) 

Analisis 
Efektifitas 
Pengelolaan 
Anggaran 
Tahun 2021 
pada 
Sekretariat 
DPRD Provinis 
Bali 

Analisis 
Deskriftif 
kuantitatif 

Tingkat Efektivitas 
pengelolaan 
anggaran 
Sekretariat DPRD 
Provinsi Bali tahun 
2021 mencapai 
angka 76% dengan 
kategori kurang 
efektif. Namun 
meskipun terjadi 
penurunan Tingkat 
efektifitas dalam 
pengelolaan 
anggaran tahun 
2021, seluruh target 
yang direncanakan 
pada Sekretariat 
DPRD Provinsi Bali 
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telah terlaksana dan 
terealisasi dengan 
baik 

7 Rifai, Imam 
(2022) 

Fungsi DPRD 
Dalam 
Pengawasan 
Pengelolaan 
Anggaran 
Pendapatan 
dan Belanja 
Daerah 
(APBD) 
Pemerintah 
Kota Batu 
Perspektif Fiqh 
Siyasah 
Maliyah (Studi 
DPRD Kota 
Batu) 

Sosiologis 
yuridis yakni 
dengan melihat 
regulasi dalam 
konteks sosial 

Pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD 
terhadap APBD Kota 
Batu Tahun 2020 
dilakukan melalui 
empat tahapan yaitu 
tahap perencanaan, 
tahap pelaksanaan, 
tahap evaluasi dan 
rapat dengan 
pejabat umum. 
Namun semua itu 
belum berjalan 
efektif karena masih 
adanya factor-faktor 
yang menjadi 
penghambat. 
Tantangan yang 
pertama adalah 
adanya pola piker 
yang berbeda dan 
latar belakang 
pemikiran yang 
berbeda. 

8 Masnurbaiti, 
Nike (2020) 

Evaluasi 
Penerapan 
Anggaran 
Berbasis 
Kinerja pada 
Kinerja 
Keuangan 
Pemerintah 
Kota 
Palembang 

Alat analisis 
rasio Keuangan 
daerah yakni 
rasio 
kemandirian, 
rasio 
desentralisasi 
fiscal, rasio 
Tingkat 
kemampuan 
pembiayaaan, 
rasio efensiensi 
belanja,rasio 
efektifitas 
pendapatan, 
rasio keserasian 
dan rasio 
pertumbuhan 

Setelah 
Pelaksanaan 
anggaran berbasis 
kinerja rasio 
kemandirian 
keuangan kota 
Palembang masih 
tergolong rendah 
dengan rata-rata 
21,43% 
pertahunnya. Dalam 
merealisasikan 
anggaran belanja 
dapat dikatakan 
efisiensi dan 
pertumbuhan 
belanja 
menunjukkan 
pertumbuhan yang 
posistif yang 
diimbangi dengan 
pertumbuhan 
pendapatan secara 
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keseluruhan kinerja 
keuangan 
pemerintah kota 
Palembang setelah 
anggaran berbasis 
kinerja dapat 
dikatakan cukup 
baik karena PAD 
mengalami 
peningkatan 
walaupun diikuti 
dengan bantuan 
pemerintah pusat. 

9 Dwi 
Suharnoko 
(2019) 

Efektifitas 
Penerapan 
Anggaran 
Berbasis 
Kinerja 
Terhadap 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah di 
Kabupaten 
Malang 

Analisis 
Deskriptif 

Penerapan 
anggaran berbasis 
kinerja terhadap 
kinerja perangkat 
daerah di Kabupaten 
Malang Secara 
umum cukup efektif 
ditinjau dari 
Performance 
Assesment 
Potential, Human 
Force Potential and 
Technical Ability, 
Pemerintah daerah 
telah melakukan 
persiapan 
pelaksanaan 
anggaran berbasis 
kinerja maka 
penyerapan 
anggaran akan 
berjalan baik pula. 
Hal ini dikarenakan 
dalam proses 
penyusunan 
anggaran secara 
sistematis benar-
benar direncanakan 
dengan beroirentasi 
pada kinerja, Tingkat 
penyerapan 
anggaran akan 
terjadwal secara 
rapi, sehingga 
memudahkan 
pemerintah untuk 
memantau, 
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mengevaluasi, dan 
melaporkan 
informasi mengenai 
perkembangan 
program yang 
disenggarakan 

10 Rusdi 
(2018) 

Analisi 
Laporan 
Realisasi 
Anggaran 
Pendapatan 
dan Belanja 
Daerah pada 
Pemerintah 
Kabupaten 
Enrekang. 

Menggunakan 
rasio Efektivitas 
dan Efisiensi  
realisasi 
pendapatan dan 
belanja daerah 

Kinerja Pendapatan 
belum mencapai 
target namun 
termasuk dalam 
kategori efektif, hal 
ini terlihat dari 
kecilnya jumlah yang 
teralisasi dengan 
yang dianggarkan. 
Sedangkan kinerja 
belanja pemerintah 
Kabupaten 
Enrekang dinilai 
mampu menghemat 
anggaran belanja 
dengan sangat 
efisien. Hal ini 
terlihat dari tidak 
adanya angka 
realisasi yang 
melebihi anggaran 
belanja yang 
ditergetkan.  
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C. Kerangka Pikir 

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan kajian teori dapat disusun kerangka pemikiran yang 

merupakan arah kemana penelitian akan bermuara. Adapun yang 

dimaksud kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Evaluasi Kinerja 

Pengelolaan Anggaran pada Kantor DPRD Kabupaten Enrekang.  

Penelitian dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Enrekang karena 

dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai lokasi penelitian. Dan juga 

dipilih karena adanya suatu permasalahan terkait dengan penggunaan 

dalam pengalokasian anggaran yang dalam realisasinya tidak sesuai 

berdasarkan target anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan. 

dimana sumber data yang digunakan diambil dari laporan realisasi 

anggaran di kantor tersebut ataupun hasil wawancara yang berhubungan 

dengan kinerja pengelolaan anggaran untuk menjawab permasalahan 

yang diangkat terkait bagaimana kinerja pengelolaan anggaran di kantor 

tersebut apakah telah berjalan secara efektif dan efisien sehingga 

dilakukan analisis dan evaluasi dengan mengukur tingkat efektifitas dari 

sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai dan efisiensi yakni 

penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal 

dengan melihat kriteria penilaian efektifitas dan efisiensi pengelolaan 

anggaran, setelah itu ditarik hasil kesimpulan atau hasil penelitian yang 

telah dilakukan di kantor tersebut. Kemudian penulis mencoba menyusun 

kerangka pikir sebagai berikut: 
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Skema kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                              

                             Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Efisiensi Efektivitas 

Hasil 

Penelitian 

Laporan Anggaran dan Realisasi  

Anggaran 

Kantor DPRD Kabupaten Enrekang 

Kinerja Pengelolaan Anggaran 

Evaluasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dimana merupakan proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2016). 

Sekaligus memberikan informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan 

bilangan atau berbentuk angka-angka. Hasil deskriptif dapat bersifat 

kuantitatif (menggunakan angka-angka) maupun kualitatif (verbal) atau 

keduanya. Penelitian deskripsi adalah suatu metode penelitian yang 

tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif atau sering dikenal dengan sebutan 

mix methods. Menurut Donna M. Mertens (2020) menyatakan bahwa 

penelitian kombinasi adalah penelitian yang mengumpulkan dan 

menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan 

secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode 

penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Dalam penelitian ini 

menjabarkan langsung secara deskripsi hasil-hasil wawancara dan juga 

mengukur Tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran yakni dengan 

menghitung persentasi nilai efektivitas dan efisiensi. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian “Evaluasi Kinerja Pengelolaan Anggaran pada 

Kantor DPRD Kabupaten Enrekang” adalah untuk menganalisis kinerja 

pengelolaan anggaran kantor DPRD Kabupaten Enrekang apakah sudah 

efektif dan efisien. Penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana DPRD 

efektif dan efisien dalam merencanakan, mengelola, dan menggunakan 

anggaran untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

C. Situs dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian mengenai “Evaluasi Kinerja Pengelolaan 

Anggaran pada Kantor DPRD Kabupaten Enrekang” dilakukan dikantor 

Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang karena dianggap cakap dan 

memenuhi syarat sebagai lokasi penelitian. dengan jangka waktu 

penelitian berlangsung dimulai dari Maret sampai April 2024 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Menurut Sugiyono (2015) data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kata, skema dan gambar, Data kualitatif dalam penelitian 

ini adalah berupa wawancara atau informasi yang dianggap 

memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan 

mengenai evaluasi kinerja pengelolaan anggaran kantor DPRD. 
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b. Menurut Sugiyono (2015) data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka, Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa 

laporan anggaran realisasi kantor DPRD Kabupaten Enrekang. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dimana Data 

primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 

terhadap para informan yang harus diolah dan perlu di kembangkan 

lagi oleh penulis, misalnya hasil wawancara dengan bidang keuangan 

serta pegawai lainnya yang dapat memberikan informasi yang 

diperlukan dalam penulisan ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk penelitian Evaluasi Kinerja Pengelolaan Anggaran pada Kantor 

DPRD Kabupaten Enrekang, ada beberapa teknik pengumpulan data yang 

dapat digunakan, diantaranya: 

1. Observasi (Pengamatan Langsung) 

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja. Pengamatan yang dimaksud dalam penelitian 

ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kinerja pengelolaan 

anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Enrekang. 

2. Interview (wawancara) 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui 

interview tanya jawab secara langsung dengan informan untuk 
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memproleh informasi, bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan 

dalam tulisan atau direkam. Teknik ini akan menggunakan wawancara 

agar wawancara yang dilakukan digunakan berada pada fokus 

penelitian meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya 

pertanyaan-pertanyaan yang terlanjur berhubungan dengan masalah 

penelitian. Pertanyaan yang diberikan kepada informan pada penelitian 

ini, yang berhubungan dengan kinerja pengelolaan anggaran pada 

kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang. 

3. Dokumen dan Arsip 

Dokumen dan Arsip pada teknik ini akan dilakukan telaah pustaka 

dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa 

buku dan jurnal. Metode dokumentar ini merupakan metode 

pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia. Dokumen 

dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang 

dimaksud berhubungan dengan penelitian ini adalah dokumen dan 

arsip berupa data anggaran keuangan dan pendapatan belanja daerah. 

4. Kepustakaan 

Metode kepustakaan adalan metode yang dilakukan dengan cara 

mengadakan peninjauan pada berbagai pustaka dengan membaca dan 

mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas guna untuk memperoleh kerangka teori sekaligus sebagai alat 

dalam menganalisis data yang diperoleh untuk keperluan penelitian. 

F. Metode Analisi Data 
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan analisis 

efisiensi dan efektivitas. 

1. Deskriptif Kualitatif 

Deskriptif adalah cara memberikan penjelasan tentang suatu 

kejadian atau fenomena, tentang apa, dan bagaimana, tidak sampai 

mengapa dan sejauh mana. Metode kualitatif yaitu data yang tidak 

berbentuk angka tetapi berupa serangkaian informasi yang digalih dari 

hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data yang verbal atau 

masih dalam kerangka-kerangka saja. Analisis secara deskriptif 

kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang 

berperilaku yang dapat dimengerti. Penulis akan mendeskripsikan hasil 

jawaban wawancara dari para narasumber yakni yang berkaitan 

dengan kinerja pengelolaan anggaran kantor DPRD Kabupaten 

Enrekang 

 Menurut Moleong (2022:132), informan adalah individu atau orang 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan 

kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat 

mengetahui sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek 

penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: Perencanaan 

dan keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Bagian 

Perencanaan dan Keuangan yakni Bagian Analisis Keuangan Pusat 

dan Daerah dengan jumlah informan sebanyak 3 orang. 

Pemilihan informan dilakukan dengan strategi purposive. Strategi 

ini menghendaki informan dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti 
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dengan tujuan tertentu. Dijadikan informan dengan pertimbangan 

bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi yang akan diteliti.  

Dalam menjawab rumusan masalah tentang bagaimana kinerja 

pengelolaan anggaran pada kantor DPRD Kabupaten Enrekang 

apakah sudah berjalan secara efektif dan efesien, penulis akan 

melakukan beberapa tahap: 

a. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan 

 Peneliti akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara 

dari para narasumber yang berkaitan dengan bagaimana kinerja 

pengelolaan anggaran di kantor tersebut apakah telah berjalan 

secara efektif dan efisien. 

b. Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskripsikan 

 Peneliti akan mendeskripsikan jawaban para narasumber 

mengenai kinerja pengelolaan anggaran. Hal ini dilakukan agar 

penulis mendapatkan hasil pembahasan yang lebih mendalam 

mengenai bagaimana kinerja pengelolaan anggaran di kantor 

tersebut apakah telah berjalan secara efektif dan efisien. 

c. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan 

oleh peneliti. 

 Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pengelolaan anggaran di kantor Sekretariat DPRD 

Kabupaten Enrekang. 

d. Setelah penulis memperoleh data-data informasi yang diperlukan 

dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematik sesuai 
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dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisis data 

tersebut. 

2. Deskriptif Kuantitatif 

  Metode analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode yang 

berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan 

atau berbentuk angka-angka. Dimana penulis akan mendeskripsikan 

atau memberikan penjelasan atau gambaran terkait kinerja 

pengelolaan anggaran di kantor DPRD Kabupaten Enrekang dengan 

melihat laporan realisasi anggaran yakni mengukur tingkat efektifitas 

dan efisiensi pengelolaan anggaran di kantor DPRD Kabupaten 

Enrekang dengan melihat kriteria penilaian efektifitas dan efisiensi 

kinerja pengelolaan anggaran. 

a. Efektivitas 

 Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuannya. Suatu organisasi atau program dinilai efektif 

apabila output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan. 

Efektivitas sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan 

antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta 

terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 

hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi output 

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program 

kegiatan, atau organisasi. 

 Dunn dalam buku Analisis Kebijakan Publik mengemukakan 

efektivitas (Effectiveness) memiliki kaitannya dengan apakah 

dalam alternatif yang dipilih mampu mencapai hasil sesuai dengan 
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yang diharapkan atau mampu mencapai suatu tujuan atas 

terlaksananya tindakan besar usaha yang dibutuhkan untuk dapat 

mewujudkan tingkat efektifitas tertentu. 

 Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan pagu anggaran. 

Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan 

OPD yang semakin baik. 

 

  Efektivitas = Realisasi penerimaan x 100 

        Pagu Anggaran 
     Sumber: (Rusdi, 2018: 38) 
 
 Penetapan Tingkat Efektivitas anggaran mengacu pada 

Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Kriteria Penilaian dan 

Kinerja pengelolaan anggaran, terdapat standar atau kriteria suatu 

program/ anggaran dapat dikatakan Efektif yaitu apabila 

(Camalia,2021): 

Tabel 3.1 
Kriteria Penilaian Efektivitas dan Kinerja Pengelolaan 

Anggaran 
 

No Persentase Keterangan 

1 >100% Sangat Efektif 

2 90%-100% Efektif 

3 80%-90% Cukup Efektif 

4 60%-80% Kurang Efektif 

5 0%-60% Tidak Efektif 

Sumber (Kepmen Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006) 
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b. Efisiensi 

Efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara input 

(masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-

sumber yang dipergunakan) seperti halnya juga hasil optimal yang 

dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. 

Menurut Mardasmo (2019) dalam (Sari et al 2019), efisiensi 

berafiliasi erat pada konsep produktivitas, Dimana pengukuran efisiensi 

ini dilakukan berdasarkan perbandingan antara output yang didapatkan 

terhadap input yang di pergunakan (cost of output). Proses aktivitas 

operasional terbilang efisien bila hasil kerja atau suatu produk tertentu 

mampu dicapai dengan memanfaatkan sumber daya serta dana yang 

serendah-rendahnya (spending well.) 

Dunn mengemukakan jika Efficiensi (efisien) berkenaan dengan 

seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk dapat mewujudkan 

tingkat efektiitas tertentu (Dunn2023) 

Efisien merupakan suatu pengukuran perbandingan antara 

realisasi pengeluaran rutin dan realisasi penerimaan dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Penerimaan yang dimaksudkan 

adalah SP2D atau  nilai yang didapat dari surat perintah pencairan 

dana dari keuangan dan Pajak yang  masuk dan dikwlola bendahara 

yang nantinya masuk dalam Kas Anggaran kantor. 

Efesiensi dapat diukur dengan rasio-rasio antara 

output/keluaran dan input/masukan, sedangkan analisis yang 

digunakan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan 

pengeluaran rutin menggunakan ukuran Tingkat efesiensi yang 
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perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan 

pendapatan/penerimaan daerah dikalikan seratus dalam bentuk 

persentase. 

 

 Efisiensi = Pengeluaran Rutin x 100% 

                 Penerimaan 
Sumber: (Rusdi, 2018: 39) 
 
Selain efektivitas, Efisiensi Pengelolaan Anggaran di Kantor 

DPRD Kabupaten Enrekang dapat dikatakan efisien bila memenuhi 

kriteria efisiensi berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negri 

(KEPMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Kriteria Penilaian 

dan Kinerja pengelolaan anggaran” yaitu (camalia 2021): 

       Tabel 3.2 
Kriteria Penilaian Efisiensi dan Kinerja Pengelolaan 

Anggaran 
 

No Persentase(%) Kriteria 

1 >100% Tidak Efisien 

2 90%-100% Kurang Efisien 

3 880%-90% Cukup Efisien 

4 60%-80% Efisien 

5 0%-60% Sangat Efisien 

 Sumber (Kepmen Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006) 

Efisiensi dan efektivitas dapat melihat sejauh mana suatu 

keadaan keuangan mempergunakan atau memanfaatkan sumber-

sumber daya yang ada secara ekonomis, hemat (efisien) dan dilakukan 

secara tepat dan memenuhi sasaran (efektif).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Profil DPRD Kabupaten Enrekang 

Sekretariat DPRD Merupakan unsur pelayanan administrasi dan 

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang 

membentuk Peraturan Daerah Bersama-sama Bupati Membahas dan 

Memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati. 

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 

dan APBD. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan 

terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara 

Teknik operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang 

(disingkat DPRD Enrekang) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 

Daerah Tingkat Kabupaten yang ada di Kabupaten Enrekang, Provinsi 

Sulawesi Selatan. DPRD Enrekang memiliki 30 Anggota yang tersebar 

di 11 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh partai 

Golongan Karya. 
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Pimpinan DPRD Kabupaten Enrekang terdiri atas satu orang 

ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang 

memiliki suara terbanyak di Dewan. 

Peraturan Bupati Enrekang Nomor Tahun 2023 Tentang 

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menimbang bahwa 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Enrekang Nomir 165 Tahun 2021 tentang kedudukan 

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD.  

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, 

dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang dipimpin 

oleh seorang Sekretaris DPRD. Untuk membantu tugas-tugas 

Sekretariat DPRD, maka unsur Sekretariat DPRD Lainnya adalah: 

bagian umum dan hubungan Masyarakat terdiri atas subbagian tata 

usaha dan kepegawaian, subbagian rumah tangga, dan subbagian 

hubungan Masyarakat dan protocol. Bagian perundang-undangan dan 

produk hukum. Bagian perencanaan dan keuangan. Kelompok jabatan 

fungsional dan pelaksana. Struktur organisasi sebagaimana dimaksud 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari peraturan Bupati Enrekang. Uraian tugas pokok dan fungsi masing-

masing unsur dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten 

Enrekang diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 165 Tahun 

2021. 
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2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang 

Sumber: (Data Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang) 

 

Gambar 4. 1 

Struktur Organisasi Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang 

SEKRETARIS DEWAN

KADIR LOGS,S.Pd 

NIP.19671231 199001 1 011

BAGIAN UMUM DAN HUMAS 
AHMAD NUR,S.IP.,M Si 

NIP.19750504 199311 1 001

KASUBAG TATA USAHA DAN 
KEPEGAWAIAN

HASNA,S AP.,MM 
NIP.19791106 201101 2 007

KASUBAG RUMAH TANGGA 
DAN PERLENGKAPAN

AHSAN SHADIK ANWAR,SE 
NIP.19750224 200701 1 012

KASUBAG HUMAS DAN 
PROTOKOL

RUSDI,S.Kom 
NIP.19820729201001013

BAGIAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PRODUK 

HUKUM

AGUS SALIM P.BAKTI,SH 
NIP.790801200604 1012

PERANCANGAN 
PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 
HASRULLAH,SH., M.AP 

NIP.19780103 200604 1017

ANALISIS KEUANGAN 
PUSAT DAN DAERAH 

MUH.SUTRISNO,SH

NIP.19720626 200604 1012

PERISALAH LEGISLATIF

MUH.NUR ISMAN, S.STP 
NIP.19930518 2016091001

PERANCANGAN 
PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN PERTAMA

SABIR 
BURHARUDDIN,,SH.,M.AP 
NIP.19870309 201903 1005

KABAG.PERANCANGAN DAN 
KEUANGAN 

BAHARUDDIN, SH M.Si 
NIP.19701109 200502 1 001

ANALISIS KEUANGAN 
PUSAT DAN DAERAH

MUHAMMAD SAYUTI, 
SP.,M.AP

NIP.19680101 199003 1 026

ANALISIS KEUANGAN 
PUSAT DAN DAERAH

IRMA,SE 

NIP.19740809 200801 2 007

PERENCANAAN

A JENNY,SE

NIP.19830614 200901 2 001
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a. Job Description 

1) Sekretaris Dewan 

 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas 

membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

Pemerintah Daerah 

2) Bagian Umum dan Humas 

 Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala 

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 

daerah,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, 

pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang Umum dan Hubungan 

Masyarakat. 

3) Bagian Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian  

 Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang 

Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang Tata Usaha dan Kepegawaian yang menjadi kewenangannya 

sesuai ketentuan perundang-undangan. 
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4) Bagian Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan 

 Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala 

Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Rumah 

Tangga dan Perlengkapan yang menjadi kewenangannya sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

5) Bagian Kasubag Humas Dan Protokol 

 Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh 

Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol yang menjadi 

kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan. 

6) Bagian Perundang-Undangan dan Produk Hukum 

 Bagian Perundang-Undangan Dan Produk Hukum dipimpin oleh 

Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan penyiapan 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perundang-Undangan Dan 

Produk Hukum dan pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan 

bidang Perundang-Undangan Dan Produk Hukum. 
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7) Bagian Perencanaan dan Keuangan 

 Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di Bagian Perencanaan dan Keuangan dan pengumpulan bahan 

evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan dan Keuangan. 

8) Kelompok Jabatan Fungsional 

 Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan 

pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan system 

kerja. 

 

3. Visi dan Misi  

1) Visi: 

  “Terwujudnya Sekretariat DPRD yang Profesional dalam mendukung 

Tugas dan Fungsi DPRD Menuju Enrekang Maju Aman dan Sejahtera” 

       2)  Misi: 

a. Membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan 

wewenangnya, mewujudkan hubungan kerja sama antara pimpinan 

Dewan, Anggota Dewan, dan Pemerintah Daerah. 

b. Meningkatkan pelayanan Rumah Tangga Dewan 

c. Memfasilitasi Kegiatan Rapat-rapat Dewan. 

 



47 
 

 
 

4. Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Enrekang 

 a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

 Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah mempunyai tugas 

membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan Sekretariat 

DPRD yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Sekretaris DPRD dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sekretariat  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

4) Pelaksanaan administrasi dinas 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya. 

  Uraian tugas Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

 (1) meliputi: 

1) Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

3) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas 



48 
 

 
 

4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 

5) Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya 

6) Melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di 

bidang kesekretariatan DPRD 

7) Melaksanakan pembelian/ pengadaan atau Pembangunan asset tetap 

terwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi. 

8) Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

9) Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya 

10) Melaksanakan penyiapan dan pengaturan agenda kegiatan pimpinan 

dan anggota DPRD 

11) Melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana rapat dinas dan 

kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. 

12) Menyelenggarakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga DPRD 

13) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD 

14) Menyelenggarakan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli dan 

tim ahli yang diperlukan untuk DPRD 

15) Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan 

public (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP) 

16) Menyampaikan informasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD 

17) Memfasilitasi pengelolaan pengaduan Masyarakat yang ditujukan  

kepada pimpinan dan anggota DPRD 
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18) Melaksanakan pengelolaan pengaduan Masyarakat dibidang 

penyelenggaraan kesekretariatan DPRD 

19) Menyampaikan data hasil Pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan public secara berkala melalui situs website 

20) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan Sekretariat DPRD 

21) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan nonpemerintah  dalam rangka penyelenggaraan 

urusan Sekretariat DPRD 

22) Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

23) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris DPRD dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan 

24) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat 

Bagian umum dan hubungan Masyarakat dipimpin oleh kepala 

bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi 

dibidang umum dan hubungan Masyarakat. 
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  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1), kepala bagian umum dan hubungan Masyarakat melaksanakan 

fungsi: 

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang umum dan 

hubungan Masyarakat 

2) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah 

dibidang umum dan hubungan Masyarakat 

3) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 

daerah dibidang umum dan hubungan Masyarakat 

4) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah dibidang umum dan hubungan Masyarakat. 

5) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan hubungan 

Masyarakat. 

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

  Uraian tugas kepala bagian umum dan hubungan Masyarakat 

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

1) Menyusun rencana kegiatan bagian umum dan hubungan masyarakat 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan bagian umum dan hubunhgan Masyarakat untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas 

4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas 
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5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya. 

6) Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan 

7) Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan 

8) Mengatur dan penyiapan tempat dan kelengkapan sidang/rapat 

9) Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian 

10) Mengelola barang-barang inventaris kantor 

11) Melaksanakan penyusunan perencanaan dan evaluasi anggaran 

12) Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan anggaran 

13) Melaksanakan penyusunan penetapan kinerja (PK)  

14) Melaksanakan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD 

15) Menyelenggarakan penatausahaan keuangan 

16) Melaksanakan verifikasi dan evaluasi pertanggungjawaban keuangan 

17) Melaksanakan penyusunan dan evaluasi laporan keuangan 

18) Melaksanakan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan 

19) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan 

public (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP) 

20) Melaksanakan system pengendalian Intern (SPI) 

21) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kebijakan 

daerah dibidang umum dan hubungan Masyarakat. 

22) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintahan dan non pemerintahan, dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi 

23) Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
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24) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bagian umum dan 

hubungan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan 

25) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

 c. Subbagian tata usaha dan kepegawaian 

 Subbagian tata usaha dan kepegawaian dipimpin oleh seorang 

kepala subbagian mempunyai tugas membantu sekertaris DPRD dalam 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian 

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian yang 

menjadi kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah 

dibidang tata usaha dan kepegawaian 

2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 

daerah dibidang tata usaha dan kepegawaian 

3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak 

yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian 

tujuan kebijakan dibidang tata usaha dan kepegawaian 

4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekertaris DPRD yang 

berkaitan dengan tugasnya. 
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  Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian  

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

1) Menyusun rencana kegiatan subbagian Tata Usaha dan 

Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

6) Melaksanakan pengadaan alat tulis kantor dan barang cetakan; 

7) Menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas pimpinan; 

8) Menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan 

menyampaikan kepada unit kerja yang dituju; 

9) Mengatur dan memeriksa surat yang akan ditandatangani oleh 

pimpinan; 

10) Melaksanakan pembinaan kearsipan dilingkungan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

11) Menyiapkan surat perintah perjalanan dinas Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

12) Melaksanakan kegiatan kearsipan, surat menyurat, pengetikan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
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13) Menyiapkan bahan penyelesaian masalah kepegawaian antara lain 

pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan, pemindahan, 

pemberhentian dan pensiun; 

14) Mengusulkan formasi pengangkatan PNS dan kenaikan pangkat 

serta daftar urut kepangkatan; 

15) Mengusulkan Karpeg dan kartu lainnya bagi PNS; 

16) Melaksanakan administrasi kesejahteraan PNS; 

17) Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai; 

18) Melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi Kartu Induk 

Pegawai, Buku Induk Pegawai, buku – buku penjagaan dan file 

kepegawaian; 

19) Menyelesaikan kenaikan gaji berkala dan cuti; 

20) Menyusun kebijakan pengelolaan data kepegawaian serta 

memelihara SKP Pegawai; 

21) Menyiapkan dan menyusun administrasi kepegawaian Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

22) Memfasilitasi peningkatan kualitas SDM Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

23) Memfasilitasi kegiatan Asosiasi Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (ASDEKSI) dan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (ADKASI); 

24) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Usaha dan 

Kepegawaian; 

25) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 
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26) Menilai kenerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

27) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata 

Usaha dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumasan kebijakan; dan  

28) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

d. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 

 Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala 

Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Rumah Tangga 

dan Perlengkapan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

  Uraian tugas Kepala subbagian Rumah Tangga dan Perengkapan 

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

1) Menyusun rencana kegiatan subbagian Rumah Tangga dan 

Perlengkapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
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4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

6) Mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk 

teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan 

kerumahtanggaan dan perlengkapan; 

7) Menyusun dan mengendalikan program kerja Subbagian; 

8) Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga; 

9) Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Rujab Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

10) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rujab Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

11)  Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan rumah 

tangga Sekretariat dan Rujab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

12)  Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan rumah jabatan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

13) Melakukan pengadaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Rujab Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

14) Menyusun administrasi pengelolaan dan perlengkapan; 
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15) Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang 

untuk keperluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

16) Mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek Sekretariat 

dan Rujab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

17) Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan 

dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

18) Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk 

keperluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

19) Melakukan administrasi dan inventarisasi barang-barang rumah 

tangga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rujab 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

20) Melakukan pemeliharaan kebersihan dan kerapian gedung; 

21) Melakukan pengadaan alat kebersihan; 

22) Mempersiapkan dan mengatur pemakaian ruangan/tempat untuk 

upacara, rapat, pertemuan dan penerimaan tamu beserta peralatanya;  

23) Mengatur dan mengelola keamanan komplek sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Rujab Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

24) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rumah Tangga dan 

Perlengkapan; 

25) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 
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26) Menilai kenerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

27) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Rumah 

Tangga dan Perlengkapan dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumasan kebijakan; dan  

28) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

e. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 

 Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh 

Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

Hubungan Masyarakat dan Protokol yang menjadi kewenangannya sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

  Uraian tugas Kepala subbagian Hubungan Masyarakat 

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

1) Menyusun rencana kegiatan subbagian Hubungan Masyarakat dan 

Protokol sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
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4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

6) Mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan 

petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan 

Hubungan Masyarakat dan Protokol; 

7) Menyusun dan mengendalikan program kerja Subbagian; 

8) Menyusun bahan komunikasi dan publikasi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

9) Mengumpulkan, menyeleksi dan menganalisa data bidang tugas 

dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

10) Mengolah data danmenyusun informasi bidang tugas dan kegiatan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

11) Memelihara, mengagendakan data dan informasi bidang tugas dan 

kegitan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

12) Mengupulkan,menyeleksi dan menganalisa informasi dari 

masyarakat,organisasi non pemerintah dan pers; 

13) Mengolah data dan menyajikan data informasi untuk pimpina 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

14) Melakukan peliputan dan perekaman kegiatan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan peristiwa aktual lainnya; 

15) Melakukan publikasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

peristiwa aktual lainnya melalui media massa baik dengan siaran 

pers, jumpa pers maupun keterangan pers;  
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16) Menyebarluaskan informasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah pada masyarakat antara lain melalui : Pameran tatap 

muka,film,pertunjukan rakyat, siaran keliling, pemasangan spanduk 

dan papan pengumuman; 

17) Melaksanakan penerbitan media internal; 

18) Mengelola web site Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

19) Merencanakan dan menyusun bahan keprotokoleran pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

20) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan 

Protokol; 

21) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

22) Menilai kenerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

23) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian 

Hubungan Masyarakat dan Protokol dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumasan kebijakan; 

dan  

24) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

f. Bagian Perundang-Undangan dan Produk Hukum 

 Bagian Perundang-Undangan Dan Produk Hukum dipimpin oleh 

Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan Perwakilan 
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Rakyat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang Perundang-Undangan Dan Produk Hukum dan 

pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Perundang-Undangan 

Dan Produk Hukum. 

 Untuk melaksanakan tugas Perundang-Undangan dan Produk 

Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian 

Perundang-Undangan Dan Produk Hukum melaksanakan fungsi: 

1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang Perundang-Undangan Dan Produk Hukum; 

2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 

daerah di bidang Perundang-Undangan Dan Produk Hukum; 

3) Peyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di 

inginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang Perundang-Undangan Dan Produk Hukum; dan 

4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya. 

   Uraian tugas Kepala Bagian Perundang-Undangan Dan Produk 

Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

1) Menyusun rencana kegiatan bagian Perundang-Undangan Dan 

Produk Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
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3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan bagian Perundang-Undangan Dan Produk Hukum 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 

menandatangani naskah dinas; 

5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidangnya; 

6) Mengumpulkan bahan pemberitaan dan pelaksanaan kegiatan 

keHubungan Masyarakatan; 

7) Menyusun dan penyediaan naskah sambutan pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

8) Menyiapkan dan pengaturan pelaksanaan seluruh acara yang 

dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

9) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah ; 

10)  Menyiapkan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang berhak menerima pelayanan 

keprotokolan; 

11)  Merencanakan kebutuhan Tenaga Ahli dan Tim Ahli; 

12)  Menyiapkan administrasi perekrutan Tenaga Ahli dan Tim Ahli; 

13)  Menyiapkan administrasi pengangkatan Tenaga Ahli dan Tim Ahli; 

14)  Melaksanakan pemantauan dan menyiapkan laporan Tenaga Ahli 

dan Tim Ahli; 

15)  Menyiapkan administrasi keuangan terkait dengan tugas pokok 

Tenaga Ahli dan Tim Ahli; 
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16)  Memfasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditujukan 

kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

17)  Mengelola pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan 

kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

18)  Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara 

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

19)  Mengelola kepustakaan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

20)  Menyusun dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan 

Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 

21)  Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 

22)  Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik; 

23)  Menyusun bahan analisis produk penyusunan Perda; 

24)  Membuat konsep bahan penyiapan draf Peraturan Daerah inisiatif 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

25)  Merancang bahan pembahasan Peraturan Daerah; 

26)  Memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi 

Peraturan Daerah; 

27)  Melaksanakan pembuatan risalah hukum perundang-undangan; 

28)  Merancang dan menyusun naskah produk hukum Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

29)  Menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM); 

30)  Memfasilitasi Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 
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31)  Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; 

32)  Melaksanaan pencatatan statistik di bidang peraturan daerah dan 

perundang-undangan; 

33)  Menyimpan dan memelihara bahan dokumentasi peraturan 

perundang -undangan; 

34)  Melaksanakan pembinaan dan pengembangan jaringan 

dokumentasi dan perpustakaan peraturan perundang-undangan; 

35)  Pemberian penomoran produk hukum; 

36)  Mengumpulkan dan menggandakan produk Peraturan Daerah; 

37)  Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan buku himpunan 

peraturan Daerah; 

38)  Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

39)  Menyediakan materi / bahan rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

40)  Menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

41)  Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat 

42)  Merencanakan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

43)  Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana  Kerja Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah ; 

44)  Menyiapkan penyelenggaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

45)  Menyiapkan penyelenggaraan Pergantian Antar Waktu (PAW) 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

46)  Menyiapkan pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
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47)  Memfasilitasi Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

48)  Menyiapkan penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; 

49)  Menyiapkan pembahasan KUA PPAS/KUA PPAS perubahan. 

50)  Menyiapkan pembahasan APBD/APBD Perubahan; 

51)  Menyiapkan pembahasan Perda pertanggungjawaban keuangan; 

52)  Menyiapkan pembahasan LHP BPK; 

53)  Menyiapkan pembahasan LKPJ; 

54)  Memfasilitasi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 

55)  Melakukan publikasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

peristiwa aktual lainnya melalui media massa baik dengan siaran 

pers, jumpa pers maupun keterangan pers; 

56)  Menyebarluaskan informasi kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah pada masyarakat antara lain melalui : pameran tatap muka, 

film, pertunjukan rakyat, siaran keliling, pemasangan spanduk dan 

papan pengumuman; 

57)  Melaksanakan penerbitan media internal; 

58)  Mengelola website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

59)  Merencanakan dan menyusun bahan keprotokolan   

60)  Melaksanakan koordinasi dan pembinaan bagian Perundang-

Undangan Dan Produk Hukum; 

61)  Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi; 
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62)  Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentua 

peraturan perundang-undangan; 

63)  Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bagian 

Perundang-Undangan Dan Produk Hukum dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

dan 

64)  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

g. Bagian Perencanaan dan Keuangan 

 Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian 

mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian 

Perencanaan dan Keuangan dan pengumpulan bahan evaluasi dan 

pelaporan bidang Perencanaan dan Keuangan. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan 

fungsi: 

1) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di 

bidang Perencanaan dan Keuangan; 

2) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 

daerah di bidang Perencanaan dan Keuangan; 
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3) Peyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di 

inginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di bidang Perencanaan dan Keuangan; dan 

4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya. 

  Uraian tugas Kepala Bagian Perencana dan Keuangan 

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

1) Menyusun rencana kegiatan bagian Perencanaan dan Keuangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan bagian Perencanaan dan Keuangan untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau  

menandatangani naskah dinas; 

5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidangnya; 

6) Menyusun rencana, program dan kegiatan Bidang Perencanaan 

dan Keuangan; 

7) Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup   perencanaan dan 

Keuangan; 

8) Mengoordinasikan Rencana Kerja dan Anggaran Lingkup 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

9) Menyusun laporan kinerja program bidang perencanaan dan 

keuangan. 
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10) Menyiapkan pembahasan KUA PPAS/ KUA PPAS Perubahan; 

11) Menyiapkan pembahasan APBD/APBD Perubahan; 

12) Menyiapkan pembahasan perda pertanggungajawaban 

keuangan; 

13) Menyiapkan pembahasan LHP BPK; 

14) Menyiapkan pembahasan LKPJ Bupati; 

15) Memfasilitasi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

16) Menyusun bahan pembukuan dan pelaporan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

17) Merancang bahan pembukuan dan pelaporan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam rangka pengawasan; 

18) Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan 

anggaran; 

19) Menyiapkan bahan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah kepada eksekutif; 

20) Memfasilitasi kegiatan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

21) Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

22) Memfasilitasi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah menyiapakan bahan pengkoordinasian pelaksanaan 

tugas di Sub Bidang verifikasi; 

23) Melaksanakan verifikasi atas kelengkapan serta bukti berkas surat 

pertanggung jawaban (spj) dari Bendahara Pengeluaran; 
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24) Melaksanakan evaluasi laporan realisasi belanja Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

25) Melaksanakanrekonsiliasi realisasi belanja secara berkala;  

26) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan bagian Perundang-

Undangan Dan Produk Hukum; 

27) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi; 

28) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentua 

peraturan perundang-undangan; 

29) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian 

Perundang-Undangan Dan Produk Hukum dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan; dan 

30) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

B. Penyajian Data Hasil Penelitian 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat DPRD 

Kabupaten Enrekang 

 APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang 

dibahas dan disetujui Bersama pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah yang 

disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan 

pendapatan daerah, penyusunan rancangan APBD berpedoman pada 
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peraturan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya 

tujuan negara. 

 Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Yusuf Ramli S. 

AP selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang ia 

mengatakan bahwa: 

 “Perencanaan anggaran yang dilaksanakan dikantor DPRD diawali 
dengan pengusulan renja (rencana kerja) dan setelah itu keluarlah pagu 
anggaran dari Badan Keuangan Daerah pada kegiatan DPRD yang sudah 
dituangkan dalam rencana kerja yang sudah diusulkan. pelaksanaan 
anggaran disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah tertuang dalam 
DPA tahun berjalan yang telah dirinci dalam pembagian anggaran kas yang 
ada dalam DPA.” 
 

Jadi dalam penyusunan anggaran yakni anggaran belanja DPRD 

Kabupaten Enrekang sudah ditentukan dari awal dengan pengusulan renja 

(rencana kerja) dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal kegiatan 

yang telah tertuang dalam DPA tahun berjalan dan dirinci dalam pembagian 

anggaran Kas yang ada dalam DPA (Dokumentasi Pelaksanaan 

Anggaran). Selanjutnya Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Jenny S.E 

selaku perencanaan Keuangan: 

“Prosedur penyusunan anggaran Sekretariat DPRD melalui 
beberapa tahapan mulai dari PPTK bisa juga dikatakan Pejabat 
Pelaksanaan Teknis Kegiatan Sekretariat DPRD menyusun rencana kerja 
anggaran RKA tim Badan Anggaran Kebijakan umum APDB serta prioritas 
dan plapon anggaran sementara, bisa juga dikatakan KUAPPAS, 
melakukan sinkronisasi terhadap rencana kerja anggaran RKA kemudian 
diparipurnakan oleh DPRD dan dievaluasi oleh gubernur Sulawesi Selatan 
sampai RKA yang terdapat pada Raperda disahkan oleh DPRD dan diubah 
menjadi dokumen pelaksanaan anggaran DPA. dalam hal efisiensi 
pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah 
tertuang dalam DPA tahun berjalan yang telah dirinci dalam pembagian 
anggaran kas yang ada dalam DPA. mekanisme penganggaran dan 
alokasi dana efisien dan efektivitas DPRD melakukan rapat Resentasi 
Internal Sekretariat DPRD yang bertujuan untuk memastikan perencanaan 
anggaran yang lebih komprehensif Menyusun anggaran untuk rapat intern 
Bersama pimpinan dan anggota DPRD agar dapat memformulasikan 
perencanaan anggaran itu bagaimana mengalokasikan anggaran 
perencanaan sesuai rencana kerja DPRD Dimana Ketika tidak 
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berkoordinasi hakikatnya tidak tau apa yang akan dilaksanakan oleh 
anggota sehingga rencana kerja DPRD bisa efektif dan efisien dalam 
alokasi anggaran”. 

 
Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak 

Muhammad Yusuf ramli selaku Bendahara bahwa Prosedur penyusunan 

anggaran Sekretariat DPRD dengan Menyusun rencana kerja anggaran 

RKA tim Badan Anggaran Kebijakan Umum APBD dan diubah menjadi 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  

Selanjutnya Bapak Muhammad Sayuti S.P., M. AP selaku Analisis 

Keuangan Pusat dan Daerah ia mengatakan: 

“Yang jelasnya sekarang bahwa Peremdagri No. 70 Tahun 2019 
tentang sistim informasi tentang daerah mengamanatkan bahwa 
pengelolaan anggaran itu menggunakan sistim digitalisasi. Memang ada 
Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan 
APBD.Pengelolaan anggaran APBD ada. Yaitu yang harus kita pelajari 
bagaimana pengelolaan anggaran. Ia juga mengatakan sebenarnya 
masalah kebijakan atau keadaan ekonomi dibicarakan ditingkat DPRD 
pada saat pembahasan anggaran. Makanya biasanya DPRD itu melihat 
semua potensi-potensi prioritas maupun permasalahan-permasalahan 
yang ada dimasyarakat maupun ditingkat daerah. Makanya biasanya 
terjadi pergeseran-pergeseran anggaran untuk keseimbangan 
penggunaan anggaran nantinya. Jangan sampai ada kantor atau dinas 
yang terlalu besar anggarannya sedangkan untuk pelayanan langsung 
dimasyarakat kecil anggarannya.makanya pada saat pembahasan DPRD 
dengan pihak ekslusif itu dibicarakan disitu yaa dengan berbagai dinamika 
dan Analisa yang mendalam”. 

 
 Jadi pengelolaan Anggaran Belanja itu dengan melihat semua 

potensi-potensi prioritas maupun permasalahan yang ada dimasyarakat 

maupun Tingkat daerah Dimana terjadi pergeseran-pergeseran anggaran 

untuk keseimbangan penggunaan anggaran. Penerimaan yang 

dimaksudkan dalam APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang yakni 

SP2D atau nilai yang didapat dari surat perintah pencairan dana dari 

keuangan dan pajak yang masuk dan dikelola bendahara yang nantinya 

masuk dalam Kas Anggaran Kantor. 
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Berikut ini merupakan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2023. 

Tabel 4.1 
APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang 

 
Tahun APBD Sekretariat DPRD Kabupaten 

Enrekang (Rp) 

Selisih 

Anggaran 

Pendapatan/ 

penerimaan 

Anggaran 

Belanja 

2023 27.867.881.354.00 27.867.881.354.00 0 

Sumber: (APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang) 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 

2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang memiliki anggaran belanja 

sebanyak Rp. 27.867.881.354.00. dan anggaran pendapatan sebanyak 

Rp.27.867.881.354.00 dengan selisih Rp.0. Seperti yang dikatakan oleh 

bapak Muhammad Sayuti S.P., M. AP ia mengatakan bahwa: 

“Kantor DPRD Kabupaten Enrekang tidak ada anggaran 
pendapatannya hanya anggaran belanja semua ji dan tidak ada memang 
PAD (Pendapatan Asli Daerah) DPRD melainkan penerimaan. Penerimaan 
yang dimaksud di sini yakni SP2D atau nilai yang didapat dari surat 
perintah pencairan dana dari keuangan dan pajak yang masuk dan dikelola 
bendahara yang nantinya masuk dalam kas anggaran kantor” 

 
Jadi dalam pengelolaan anggaran kantor Sekretariat DPRD 

Kabupaten Enrekang hanya memiliki anggaran belanja untuk dikelola dan 

disusun dalam renja (rencana kerja) yang sudah tertuang dalam DPA 

(Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran). 
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2. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang 

  Laporan reaslisasi anggaran dapat di definisikan sebagai laporan 

pertanggungjawaban yakni suatu system akuntansi yang membagi struktur 

organisasi atas bagian-bagian atau pusat pertanggungjawaban yang 

memiliki otoritas dan tanggungjawab yang jelas. Dari setiap pusat 

pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan dilaporkan penyimpangan 

yang terjadi apakah terjadi deficit atau surplus anggaran terhadap realisasi 

anggaran. Wawancara dilakukan dengan bapak Muhammad Sayuti S.P., 

M. AP selaku analisis keuangan pusat dan daerah ia mengatakan bahwa: 

  “Pencapaian realisasi dari target anggaran setiap tahun itu lebih 
dari 90%, terakhir itu kita dapat 93,84% dan tahun-tahun kemarin juga itu 
lebih dari 90% walau demikian yaaa ada beberapa masalah. Ia 
mengatakan kagiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan adalah kegiatan-
kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tugas Lembaga DPRD. 
Nah itu yang harus wajib dilakukan yang membutuhkan anggaran. 
Pelaksanaan begini memang untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 
sifatnya wajib itu untuk menunjang pelaksanaan tugas DPRD itu yang wajib 
kita realisasikan anggarannya kalau untuk belanja-belanja penunjang 
misalnya ATK itu kadang kala karena kita efektifkan apa yang dibutuhkan, 
jadi skala prioritasnya itu adalah kegiatan yang anggaran-anggaran 
kegiatannya untuk pelaksanaan tugas anggota DPRD, kalau anggaran-
anggaran pendukung misalnya administrasi itu biasanya ada sisa 
anggaran yang kita tidak habiskan masih ada biasanya sisa anggaran jadi 
begitu yaa kita pakai skala prioritas”. 
 
  Jadi jelas bahwa pelaksanaan kegiatan yang wajib dilaksanakan di 

Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang adalah kegiatan-kegiatan yang 

menunjang pelaksanaan kegiatan tugas Lembaga DPRD yang wajib 

direalisasikan anggarannya.dan dibuatkan SPJ kegiatan atau Surat 

Pertanggung jawaban kegiatan dan disusun dalam laporan realisasi 

anggaran. Dan untuk anggaran penunjang ATK dan anggaran pendukung 

misalnya administrasi itu biasanya ada sisa anggaran yang tidak 

dihabiskan dan akan masuk dalam kas anggaran kantor. 
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Berikut ini merupakan tabel Laporan Realisasi Anggaran 

Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2023: 

Tabel 4.2 
Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang 

T.A 2023 
 

Tahun Pagu Anggaran Realisasi Penerimaan Pengeluaran 

Rutin 

2023 Rp. 

28.033.290.914.00 

Rp. 

27.867.881.354.00 

Rp. 

27.867.881.354.00 

Rp. 

26.082.820.333.00 

 Sumber: (Data Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang) 

 

3. Efektivitas Pengelolaan Anggaran 

 Efektif menunjukkan sampai Dimana tercapainya suatu tujuan yang 

terlebih dahulu di tentukan. Muhammad Sayuti berpendapat bahwa efektif 

itu adalah pencapaian realisasi pengelolaan anggaran sudah mencapai 

tujuan Dimana semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan 

kemampuan OPD yang semakin membaik.  

 Wawancara dilakukan dengan ibu Jenny S.E selaku perencanaan 

keuangan kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang: 

 “Alokasi dana diatur untuk memastikan efiensi dan efektivitas 
penggunaan anggaran DPRD yaitu melakukan rapat resentasi internal 
Sekretariat DPRD yang bertujuan untuk memastikan perencanaan 
anggaran yang lebih komprehensif agar dapat memformulasikan 
perencanaan anggaran itu bagaimana pengalokasian anggaran 
perencanaan sesuai rencana kerja DPRD Dimana Ketika tidak 
berkoordinasi hakikatnya tidak tau apa yang akan dilaksanakan oleh 
anggota”. 

  
 Wawancara juga dilakukan dengan bapak Muhammad Yusuf Ramli 

S. AP selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang: 

 “Hal ini strategi yang digunakan yaitu mengusahakan semua 
kegiatan yang telah direncanakan dan dituangkan dalam DPA dilaksanakan 
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sesuai jadwal yang telah tertuang dalam renja (rencana kerja) dan DPA 
(Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran) yang sudah dibuat dalam tahun 
berjalan tersebut.” 

 
       Tabel 4.3 

Kriteria Penilaian Efektivitas dan Kinerja Pengelolaan 
Anggaran 

 
No Persentase Keterangan 

1 >100% Sangat Efektif 

2 90%-100% Efektif 

3 80%-90% Cukup Efektif 

4 60%-80% Kurang Efektif 

5 0%-60% Tidak Efektif 

Sumber (Kepmen Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006) 

 Efektivitas kinerja pengelolaan anggaran dapat diukur sebagai 

berikut: 

Efektivitas = Realisasi Penerimaan x 100% 

         Pagu Anggaran 

Efektivitas  = 27.867.881.354.00 x 100% 

     28.033.290.914.00 

Efektivitas = 99,41 % 

 Dari perhitungan rasio efektivitas diatas terlihat bahwa realisasi 

anggaran lebih kecil dari pada target anggaran sehingga tercapai Tingkat 

efektif sebesar 99,41 % 
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Tabel 4.4 

Tingkat Efektivitas kinerja pengelolaan anggaran pada kantor 
Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2023 

 
Tahun Realisasi 

penerimaan 

Pagu anggaran 

(target anggaran)  

Persentasi Analisis 

Efektif 

2023 Rp. 27.867.881.354 Rp. 28.033.290.914 99,41% Efektif 

 Sumber: (Data Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang) 

 Dari tabel di atas diketahui bahwa Tingkat Efektivitas pengelolaan 

anggaran pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang tahun 2023 

belum sepenuhnya mencapai target namun sudah mencapai kategori 

efektif karena berada pada predikat 90% - 100%. Hal ini terlihat dari lebih 

kecilnya jumlah realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang 

telah ditargetkan pada tahun anggaran 2023 yaitu sebesar 99,41% 

 Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Sayuti S.P., M. 

AP selaku analisis keuangan pusat dan daerah ia mengatakan: 

 “Dari seluruh target-target yang telah ada seperti kinerja yang telah 
disususn itu dari perencanaan itu misalnya berapa ramperda yang 
dihasilkan oleh DPRD itu harus tercapai. Ya selama ini biasa yang tahun 
ini kalau ndk salah 7. tujuh ramperda dan itu sudah tercapai. Kemudian 
seluruh kegiatan-kegiatan baik pengawasan, penganggaran maupun itu 
sudah tercapai ya dari kinerja Lembaga DPRD. Memang dari yaitu tentu 
ada masalah-masalah yang ada nah seperti tadi kenapa tidak 100% 
mencapaian realisasi anggaran karena memang ada hal-hal kebijakan di 
Tingkat pengelolaan anggaran. Bukan berarti bahwa 93,64% itu tidak 
tercapai secara target fisik itu sebenarnya kita sudah tercapai sebenarnya 
100%. Nah berarti ada kita surplus, ada SILPA anggaran disitu. SILPA 
anggaran karena untuk apa digunakan kalau sudah tercapai target kan. Itu 
bisa menjadi Tabungan di Kas Daerah” 

 
 

4. Efisiensi Pengelolaan Anggaran  

 Efisien merupakan suatu pengukuran perbandingan antara 

realisasi pengeluaran rutin dan realisasi penerimaan dalam melaksanakan 
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suatu pekerjaan. Muhamaad Sayuti berpendapat bahwa efisien itu adalah 

proses pengelolaan anggaran yang sesuai dengan aturan yang berlaku,  

 Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Yusuf Ramli S. 

AP selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang ia 

mengatakan bahwa: 

 “Ya dalam hal efisiensi itu pelaksanaan anggaran disesuaikan 
dengan jadwal kegiatan yang telah tertuang dalam DPA Tahun berjalan 
yang telah dirinci dalam pembagian anggaran kas yang ada dalam DPA”. 

 
 Tingkat efisiensi kinerja pengelolaan anggaran kantor Sekretariat 

DPRD dapat dihitung dengan cara membandingkat antara pengeluaran 

rutin dengan penerimaan. Ini digunakan untuk mengukur Tingkat 

penghematan anggaran yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD 

Kabupaten Enrekang. Dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika 

persentasi efisiennya kurang dari 100%, sebaliknya jika melebihi 100% 

maka mengidentifikasi terjadinya pemborosan anggaran.       

     Tabel 4.5 
Kriteria Penilaian Efisiensi dan Kinerja Pengelolaan 

Anggaran 
 

No Persentase(%) Kriteria 

1 >100% Tidak Efisien 

2 90%-100% Kurang Efisien 

3 880%-90% Cukup Efisien 

4 60%-80% Efisien 

5 0%-60% Sangat Efisien 

Sumber (Kepmen Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006) 

 Efisien pengelolaan anggaran pada kantor Sekretariat DPRD 

Kabupaten Enrekang dapat diukur sebagai berikut: 
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Efisiensi = Pengeluaran rutin x 100% 

  Penerimaan 

Efisiensi = 26.082.820.333.00 x 100% 

  27.867.881.354.00 

Efisiensi = 93,59% 

Tabel 4.6 
Tingkat Efisiensi kinerja pengelolaan anggaran pada kantor 

Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2023 
 

Tahun Pengeluaran 

rutin 

Penerimaan Persentase Analisis 

Efisien 

2023 Rp. 26.082.820.333 Rp. 27.867.881.354 93,59% Kurang 

Efisien 

      Sumber: (Data Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang) 

 Dari tabel di atas diketahui bahwa Tingkat Efisiensi pengelolaan 

anggaran pada kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2023 

dinilai kurang mampu menghemat anggaran belanja dengan efisien, hal ini 

terlihat dari hasil persentasi analisis efesiensi sebesar 93,59% dan 

termasuk dalam kategori kurang efisien. 

 

5. Evaluasi Kinerja  

 Evaluasi Kinerja digunakan untuk mengukur atau menilai suatu 

kinerja anggaran. Atau peninjauan yang dilakukan secara berkala terhadap 

kinerja pengelolaan anggaran. 

 Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Yusuf Ramli S. 

AP selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang ia 

mengatakan bahwa: 
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“Dalam hal evaluasi yang dilakukan selama ini yaitu melalui hasil 
pemeriksaan BPK dan lebih teliti dalam melakukan verifikasi terhadap SPJ 
yang telah dibuat. Sedangkan Tindakan yang kami lakukan yaitu tidak 
mengulangi kesalahan atau kekeliruan yang menjadi temuan BPK dan 
lebih cermat lagi dalam melakukan verifikasi SPJ kegiatan yang sudah 
dilaksanakan. menurut saya kinerja pengelolaan keuangan Alhamdulillah 
sudah berjalan dengan baik namun pastilah ada kekurangan dan kendala 
yang dihadapi, tinggal kami menyikapi bagaimana dan mencari Solusi yang 
terbaik agar semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan 
tujuan organisasi yang telah dituangkan dalam renja DPRD sebelum 
pelaksanaan kegiatan ditahun berjalan”. 

 
 Wawancara juga dilakukan dengan ibu Jenny S.E selaku 

perencanaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang ia mengatakan 

bahwa: 

 “Kalau pertanyaan evaluasi kinerja itu Ketika tidak sesuai, kita 
merevisi Kembali dokumen dan memperbaiki sasaran dan indikator agar 
sesuai dengan standar penilaian. secara kelembagaan kinerja Sekretariat 
DPRD Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan arsip sudah berjalan 
dengan baik dibuktikan dengan terpenuhinya dimensi hasil dimana 
pengelolaan arsip secara manual namun dari dimensi masukan seperti 
ketersediaan anggaran sertas sarana dan prasarana belum dapat 
dimanfaatkan dengan maximal, dimensi proses dan sejatinya merupakan 
keluaran dari semua proses yang telah dilaksanakan belum maximal dan 
perlu terobosan baru dan dimensi manfaat belum tercapai dan perlu 
ditingkatkan lagi”. 

 
Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhammad Sayuti S.P., M. AP 

selaku analisis keuangan pusat dan daerah: 

“Begini disini ada Namanya APIP yah APIP. Jadi Aparat Pengawas 
Internal Pemerintah. Berada di Inspektorat. Jadi Inspektorat itu melakukan 
pelayanan untuk konsultasi apabila ada hal-hal yang menyangkut 
pengelola anggaran yang kurang jelas bagi ASN yang mengelola anggaran 
bisa langsung bertanya ke Inspektorat kalau ada hal-hal yang tidak 
dipahami yah satu. Yang kedua disini itu khusus untuk pengelolaan 
anggaran dan pertanggungjawaban anggaran itu dilakukan verifikasi 
secara berjenjang. Ya mulai dari Tingkat PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis 
Kegiatan) kemudian masuk di PPK (Pejabat Penetasan Keuangan) 
kemudian juga itu di Sekwan. Masing-masing mempunyai otoritas dan 
otoritasnya itu bisa menolak administrasi pertanggungjawaban keuangan 
apabila ada dan ini untuk preventif yah prepentif pencegahan terhadap 
kemungkinan terjadi kesalahan dan penyimpangan ya. Na itu tadi yang 
saya bilang kalau ada hal-hal kita disini yang mengelola anggaran, ada hal-
hal yang tidak kita ketahui kita bisa langsung bertanya ke Inspektorat 
sebagai Lembaga Pengawas Internal Pemerintah. Yaa itu kalau 
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umpamanya ada hal-hal kesalahan yang sudah ditemukan oleh APIP itu 
ditindak lanjuti apakah secara administrasi maupun tuntutan ganti rugi. 
PPTGR Namanya. Itu juga biasa kalau ada BPK Badan Pemeriksaan 
Keuangan yang memeriksa sama sekarang, kita sekarang diperiksa oleh 
BPK. Kita menunggu hasilnya apa kalau seumpamanya ada ditemukan 
yang menjadi temuan itu harus di tindak lanjuti yaa kira-kira begitu 
yaa.selanjutnya ia mengatakan dari indikator yang kau susun itu dan dari 
data laporan keuangan yang ada, kalau 93 realisasi keuangan kalau kita 
ukursnnya begitu ya 93,64% itu masuk apa? Kategorinya efektif yah” 

 
Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Pengelolaan Anggaran pada kantor 

Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang: 

Tabel 4.7 
Hasil Evaluasi Kinerja Pengelolaan Kantor DPRD Kabupaten 

Enrekang Tahun anggaran 2023 
 

Tahun Anggaran 
(Rp) 

Realisasi (Rp) Persentase Analisis 
efektif 

Analisis 
Efisiensi Efektif Efisien 

2023 28.033.290.9
14.00 

27.867.881.35
4.00 

99,40% 93,59% Efektif Kurang 
Efisien 

Sumber: (Data diolah penulis:2024) 
 
Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran pada 

kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang termasuk dalam kategori 

Efektif Dimana persentase mencapai 99,40%. Sedangkan dari segi efisien 

masih dalam kategori kurang efisisen Dimana persentase mencapai 

93,59% yang menunjukkan kurang efisiennya pengelolaan anggaran pada 

kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang. 

 

C. Pembahasan 

1. Tingkat Efektivitas kinerja pengelolaan anggaran berdasarkan hasil 

evaluasi 

 Anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan 

kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai 

pendapatan,belanja dan aktivitas. 
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 Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuannya. Semakin tinggi nilai persentase dari analisis 

Efektivitas maka semakin mencapai target tujuan organisasi sedangkan 

sebaliknya semakin rendah nilai persentase dari analisis efektivitas maka 

semakin kurang efektif dalam pencapaian target tujuan organisasi. 

 Tingkat Efektivitas pengelolaan anggaran pada kantor Sekretariat 

DPRD Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya mencapai target namun 

sudah mencapai kategori efektif karena berada pada predikat 90% - 100%. 

Hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah realisasi anggaran dibandingkan 

dengan anggaran yang telah ditargetkan pada tahun anggaran 2023 yaitu 

sebesar 99,41%. 

 Dikatakan sudah efektif karena hampir keseluruhan kegiatan-

kegiatan di kantor DPRD Kabupaten Enrekang sudah sepenuhnya berjalan 

sesuai dengan tujuan organisasi yang telah dituangkan dalam renja 

(rencana kerja) DPRD sebelum pelaksanaan kegiatan ditahun berjalan.  

 Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

perawati pandere (2023) dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa” yang menemukan 

bahwa kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Kabupaten Gowa juga dikatakan baik dikarenakan berada pada rata-rata 

persentase dibawah 100% 
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2. Tingkat Efisiensi kinerja pengelolaan anggaran berdasarkan hasil 

evaluasi 

 Efisien merupakan suatu pengukuran perbandingan antara 

realisasi pengeluaran rutin dan realisasi penerimaan dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan. semakin tinggi persentasi efisien maka semakin kurang 

mampu OPD tersebut menghemat anggaran belanja dengan efisien. 

Sebaliknya semakin tinggi persentase efisien maka semakin baik 

kemampuan OPD tersebut dalam menghemat anggaran belanja. 

 Tingkat Efisiensi pengelolaan anggaran pada kantor Sekretariat 

DPRD Kabupaten Enrekang Tahun 2023 dinilai kurang mampu menghemat 

anggaran belanja dengan efisien, hal ini terlihat dari hasil persentasi 

analisis efesiensi sebesar 93,59% dan termasuk dalam kategori kurang 

efisien. Walaupun demikian realisasi anggaran belanja kantor Sekretariat 

DPRD Kabupaten Enrekang tidak melebihi anggaran yang ditergetkan 

namun belum sepenuhnya masuk dalam kategori efisien. 

Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Novelya South (2020) dengan judul penelitian “Pengukuran Efisiensi dan 

Efektivitas Pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan” 

yang menemukan bahwa rasio perbandingan dan diberikan penilaian 

dengan menggunakan kriteria penilaian, maka Tingkat efisiensi 

pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelolaan keuangan pendapatan 

dan aset Kabupaten Minahasa Selatan kurang efisien. Hal ini dikarenakan 

pengeluaran daerah masih tinggi di bandingkan total penerimaan daerah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Kinerja pengelolaan anggaran pada kantor Sekretariat DPRD 

Kabupaten Enrekang sudah dapat dikatakan baik, ditunjukkan dengan 

terpenuhinya target-target yang telah disusun sesuai dengan rencana 

dalam hal kegiatan baik pengawasan, penganggaran maupun 

pelaksanaan. 

2. Kinerja pengelolaan anggaran pada kantor Sekretariat DPRD 

Kabupaten Enrekang sudah berjalan secara efektif, hal ini terlihat dari 

lebih kecilnya jumlah realisasi anggaran dibandingkan dengan 

anggaran yang ditergatkan yaitu sebesar 99,41% namun dinilai kurang 

mampu menghemat anggaran belanja dengan efisien, hal ini terlihat 

dari hasil persentasi analisis efesiensi sebesar 93,59% dan termasuk 

dalam kategori kurang efisien. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait 

dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu lebih berusaha untuk 

menghemat anggaran belanja dengan efisien yakni dengan 
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memperhatikan pengeluaran rutin agar tidak terjadi pemborosan 

penggunaan anggaran. Dan perlu lebih berusaha untuk dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian 

potensi-potensi baru daerah dan Pembangunan potensi daerah 

dengan baik. 

2.    Peningkatan jumlah PAD akan mempengaruhi jumlah anggaran belanja 

Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang dapat 

memaksimalkan penggunaan anggaran belanja untuk 

memaksimalkan pelaksanaan kerja di Sekretariat DPRD Kabupaten 

Enrekang.  

3.  Peneliti selanjutnya dapat menambah periode penelitian. Periode 

penelitian ini terbatas untuk tahun 2024. Diharapkan penelitian 

selanjutnya menambah periode tahun penelitian agar lebih akurat 

dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan anggaran. 
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LAMPIRAN CODING WAWANCARA 

CODING WAWANCARA 

 

1. Coding Indikator 

I  : Kinerja Pengelolaan Anggaran 

II   : Efektivitas 

III  : Efisiensi 

 

2. Coding Key Informan 

YR  : M Yusuf Ramli, S.AP  (Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten 

Enrekang) 

JE  : Jenny, S.E (Perencanaan Keuangan) 

MS  : Muhammad Sayuti, S.P., M.AP (Analisis Keuangan Pusat dan 

Daerah) 

 

Wawancara Key Informan 1 

Nama  :  M Yusuf Ramli, S. AP 

Kode  : YR 

Jabatan : Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan 

kode Data Wawancara Baris Penulisan 

I • Perencanaan anggaran 
yang dilaksanakan 
dikantor DPRD itu diawali 
dengan pengusulan renja 
(rencana kerja) dan 
setelah itu keluarlah pagu 
anggaran dari Badan 
Keuangan Daerah pada 
kegiatan DPRD yang 
sudah dituangkan dalam 
rencana kerja yang sudah 
diusulkan. 

9 Penulisan: 
YR/I/1/9 
Cara Baca: 
Yusuf Ramli 
Terkait Kinerja 
pengelolaan 
anggaran 
terdapat pada 
lampiran 1 baris 
ke 9 

III • dalam hal efisiensi itu 
pelaksanaan anggaran 
disesuaikan dengan 
jadwal kegiatan yang telah 
tertuang dalam DPA tahun 
berjalan yang telah dirinci 
dalam pembagian 
anggaran kas yang ada 
dalam DPA. 

16 Penulisan: 
YR/III/1/16 
Cara Baca: 
Yusuf Ramli 
Terkait Efisiensi 
anggaran 
terdapat pada 
lampiran 1 baris 
ke 16 

I • dalam pengunaan 
anggaran ini menyikapi 

65 Penulisan: 
YR/I/1/65 
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kondisi keuangan serta 
kebijakan-kebijakan yang 
ada maka pelaksanaan 
kegiatan kedewanan 
dilaksanakan dengan 
melibatkan skala prioritas, 
skala prioritas itu yaitu kita 
melihat kegiatan-kegiatan 
yang mana Tingkat 
prioritasnya lebih tinggi, itu 
yang didahulukan agar 
anggaran yang ada dapat 
digunakan secara efektif 
dan efisien tanpa 
mengurangi hasil yang 
akan diperoleh setelah 
pelaksanaan kegiatan 
tersebut. 

 

Cara Baca: 
Yusuf Ramli 
Terkait kinerja 
pengelolaan 
anggaran 
terdapat pada 
lampiran 1 baris 
ke 65 

I • kinerja pengelolaan 
keuangan Alhamdulillah 
sudah berjalan dengan 
baik namun pastilah ada 
kekurangan dan kendala 
yang dihadapi, tinggal 
kami menyikapi 
bagaimana dan mencari 
Solusi yang terbaik agar 
semua kegiatan bisa 
berjalan dengan lancar 
sesuai dengan tujuan 
organisasi yang telah 
dituangkan dalam renja 
DPRD sebelum 
pelaksanaan kegiatan 
ditahun berjalan. 

74 Penulisan: 
YR/I/1/74 
Cara Baca: 
Yusuf Ramli 
Terkait kinerja 
pengelolaan 
anggaran 
terdapat pada 
lampiran 1 baris 
ke 74 

 

  



91 
 

 
 

Wawancara Key Informan 1 

Nama  : JENNY, S.E 

Kode  : JE 

Jabatan : Perencanaan 

kode Data Wawancara Baris Penulisan 
I • Prosedur penyusunan 

anggaran Sekretariat 
DPRD melalui beberapa 
tahapan mulai dari PPTK 
bisa juga dikatakan 
Pejabat Pelaksanaan 
Teknis Kegiatan 
Sekretariat DPRD 
menyusun rencana kerja 
anggaran RKA tim Badan 
Anggaran Kebijakan 
umum APDB serta 
prioritas dan plapon 
anggaran sementara, bisa 
juga dikatakan KUAPPAS 
melakukan sinkronisasi 
terhadap rencana kerja 
anggaran RKA kemudian 
diparipurnakan oleh 
DPRD dan dievaluasi oleh 
gubernur Sulawesi 
Selatan sampai RKA yang 
terdapat pada Raperda 
disahkan oleh DPRD dan 
diubah menjadi dokumen 
pelaksanaan anggaran 
DPA 

13 Penulisan: 
JE/I/2/13 
Cara Baca: 
Jenny 
Terkait kinerja 
pengelolaan 
anggaran 
terdapat pada 
lampiran 2 baris 
ke 13 

II/III • alokasi dana efisien dan 
efektivitas DPRD 
melakukan rapat 
Resentasi Internal 
Sekretariat DPRD yang 
bertujuan untuk 
memastikan perencanaan 
anggaran yang lebih 
komprehensif Menyusun 
anggaran untuk rapat 
intern efektif dan efisien 
Sekretariat DPRD untuk 
rapat intern Bersama 
pimpinan dan anggota 
DPRD agar dapat 
memformulasikan 

29 Penulisan: 
JE/II/III/2/29 
Cara Baca: 
Jenny 
Terkait Efektivitas 
dan Efisiensi 
terdapat pada 
lampiran 2 baris 
ke 29 
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perencanaan anggaran itu 
bagaimana 
mengalokasikan anggaran 
perencanaan sesuai 
rencana kerja DPRD 
Dimana Ketika tidak 
berkoordinasi hakikatnya 
tidak tau apa yang akan 
dilaksanakan oleh 
anggota sehingga rencana 
kerja DPRD bisa efektif 
dan efisien dalam alokasi 
anggaran. 

I • kalau pertanyaan evaluasi 
kinerja itu Ketika tidak 
sesuai ade, kita merevisi 
Kembali dokumen dan 
memperbaiki sasaran dan 
indokator agar sesuai 
dengan standar penilaian. 

46 Penulisan: 
JE/I/2/46 
Cara Baca: 
Jenny 
Terkait Evaluasi 
Kinerja 
Pengelolaan 
anggaran 
terdapat pada 
lampiran 2 baris 
ke 46 

I • indikator kinerja khusus 
pada OPD Sekretariat 
DPRD yaitu mempunyai 
indikator kinerja utama. 
Indikator kinerja khusus itu 
tidak ada di DPRD, namun 
yang ada di DPRD yaitu 
indikator kinerja umum 
yaitu (IKU) presentase 
penyelenggaraan fasilitas 
kegiatan DPRD dalam 
fungsi pembetukan Perda. 
Penganggaran dan 
pengawasan salah satu 
contoh jumlah rapat atau 
sidang yang direncanakan. 

 

60 Penulisan: 
JE/I/2/60 
Cara Baca: 
Jenny 
Terkait kinerja 
pengelolaan 
anggaran 
terdapat pada 
lampiran 2 baris 
ke 60 

II/III • secara kelembagaan 
kinerja Sekretariat DPRD 
Kabupaten Enrekang 
dalam pengelolaan arsip 
sudah berjalan dengan 
baik dibuktikan dengan 
terpenuhinya dimensi hasil 
dimana pengelolaan arsip 
secara manual namun dari 

87 Penulisan: 
JE/II/III/2/87 
Cara Baca: 
Jenny 
Terkait Efektivitas 
dan Efisiensi 
anggaran 
terdapat dalam 
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dimensi masukan seperti 
ketersediaan anggaran 
sertas sarana dan 
prasarana belum dapat 
dimanfaatkan dengan 
maximal, dimensi proses 
dan sejatinya merupakan 
keluaran dari semua 
proses yang telah 
dilaksanakan belum 
maximal dan perlu 
terobosan baru dan 
dimensi manfaat belum 
tercapai dan perlu 
ditingkatkan lagi. 

lampiran 2 baris 
ke 87 
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Wawancara Key Informan 3 

Nama  :  Muhammad Sayuti, S.P., M. AP 

Kode  : MS 

Jabatan  : Analisis Keuangan Pusat dan Daerah 

kode Data Wawancara Baris Penulisan 
I • kegiatan-kegiatan yang 

wajib dilaksanakan adalah 
kegiatan-kegiatan yang 
menunjang pelaksanaan 
kegiatan tugas Lemabag 
DPRD. Nah itu yang harus 
yang wajib itu diapa 
Namanya. Itu yang wajib 
di laksanakan yang 
membutuhkan anggaran. 

85 Penulisan: 
MS/I/3/85 
Cara Baca: 
Muhammad 
Sayuti 
Terkait kinerja 
pengelolaan 
anggaran 
terdapat pada 
lampiran 3 baris 
ke 85 

I • dalam pengelolaan 
anggaran itu bukan 
Lembaga DPRD, yang 
mengelola anggaran itu 
adalah Selkertariat DPRD, 
Yaaa karena DPRD itu 
bukan OPD, bukan 
organisasi perangkat 
Daerah iya yang 
organisasi perangkat 
daerah adalah Sekretariat 
DPRD, nah makanya 
Sekretariat DPRD itu 
adalah pengelola 
anggaran 

6 Penulisan: 
MS/I/3/6 
Cara Baca: 
Muhammad 
Sayuti 
Terkait kinerja 
pengelolaan 
anggaran 
terdapat pada 
lampiran 3 baris 
ke 6 

II • dari indikator yang kau 
susun itu dan dari data 
laporan keuangan yang 
ada, kalau 93 realisasi 
keuangan kalau kita 
ukursnnya begitu ya 
93,64% itu masuk apa? 
Kategorinya efektif yah 

132 Penulisan: 
MS/II/3/132 
Cara Baca: 
Muhammad 
Sayuti 
Terkait Efektivitas 
anggaran 
terdapat pada 
lampiran 3 baris 
ke 132 

II/III • efisien itu adalah proses 
pengelolaan anggaran 
yang sesuai dengan 
aturan yang berlaku, 
efektif itu adalah 
pencapaian realisasi 

139 Penulisan: 
MS/II/III/3/139 
Cara Baca: 
Muhammad 
Sayuti 
Terkait Efektivitas 
dan Efisiensi 
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pengelolaan  anggaran 
sudah mencapai tujuan 
yaah.okeee. dari seluruh 
target-target yang telah 
ada seperti kinerja yang 
telah disususn itu dari 
perencanaan itu misalnya 
berapa ramperda yang 
dihasilkan oleh DPRD itu 
harus tercapai. Ya selama 
ini biasa yang tahun ini 
kalau ndk salah 7 . tujuh 
ramperda dan itu sudah 
tercapai. 

anggaran 
terdapat pada 
lampiran 3 baris 
ke 139 
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LAMPIRAN 1 

TRANSKRIP WAWANCARA MUHAMMAD YUSUF RAMLI, S. AP 

 

Peneliti: Terima kasih atas waktunya pak, fokus dari penelitian saya itu untuk 

menganalisis kinerja pengelolaan anggaran kantor DPRD Kabupaten Enrekang 

apakah sudah efektif dan efisien. Penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana 

kantor DPRD Efektif dan Efisien dalam merencanakan, mengelola dan 

menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi. Mungkin langsung 

saja saya masuk kepertanyaan yang pertama yakni bagaimana proses 

perencanaan anggaran di kantor DPRD dilakukan, dan sejauh mana perencanaan 

tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi? 

Yusuf Ramli: terima kasih, saya akan menjawab, perencanaan yang dilaksanakan 

dikantor DPRD itu diawali dengan pengusulan renja (rencana kerja) dan setelah 

itu keluarlah pagu anggaran dari Badan Keuangan Daerah pada kegiatan DPRD 

yang sudah dituangkan dalam rencana kerja yang sudah diusulkan. 

Peneliti: baik pertanyaan kedua dalam pelaksanaan anggaran, bagaimana 

mekanisme penganggaran dan alokasi dana diatur untuk memastikan efisiensi dan 

efektivitas penggunaan anggaran? 

Yusuf Ramli: ya dalam hal efisiensi itu pelaksanaan anggaran disesuaikan 

dengan jadwal kegiatan yang telah tertuang dalam DPA tahun berjalan yang telah 

dirinci dalam pembagian anggaran kas yang ada dalam DPA.  

Peneliti: Baik selanjutnya apa masalah yang biasanya dihadapi terkait dalam 

pengelolaan anggaran di kantor ini? 

Yusuf Ramli: masalah yang kadang dihadapi dalam pengelolaan anggaran yaitu 

terkait pembuatan SPJ kegiatan, yang kadang menggunakan waktu yang agak 

lama, sehingga perputaran/pengelolaan anggaran kadang lambat. 
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Peneliti: baik bagaimana evaluasi kinerja dilakukan terhadap penggunaan 

anggaran dan apa Tindakan perbaikan yang diambil jika ditemukan 

ketidaksesuaian atau penyimpangan? 

Yusuf Ramli: dalam hal ini evaluasi yang dilakukan selama ini yaitu melalui hasil 

pemeriksaan BPK dan lebih teliti dalam melakukan verifikasi terhadap SPJ yang 

telah dibuat. Sedangkan Tindakan yang kami lakukan yaitu tidak mengulangi 

kesalahan atau kekeliruan yang menjadi temuan BPK dan lebih cermat lagi dalam 

melakukan Verifikasi SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

Peneliti: Apakah ada strategi khusus yang ditetapkan dalam pengendalian 

pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan? 

Bagaimana pengawasan yang dilakukan untuk mencegah pemborosan atau 

penggunaan anggaran yang tidak efektif? 

Yusuf Ramli: iya, dalam hal ini strategi yang digunakan yaitu mengusahakan 

semua kegiatan yang telah direncanakan dan dituangkan dalam DPA dilaksanakan 

sesuai jadwal yang telah tertuang dalam renja dan DPA yang sudah dibuat dalam 

tahun berjalan tersebut. 

Peneliti: baik pertanyaan selanjutnya, apakah ada indikator kinerja khusus yang 

dijadikan acuan untuk mengukur pencapaian tujuan kinerja terkait pengelolaan 

anggaran? 

Yusuf Ramli: ya menyangkut masalah indikator semua kegiatan yang ada dalam 

kantor DPRD ini semua itu indikatornya sudah tertuang dalam DPA / Dokumentasi 

Pelaksanaan Anggaran. Ya disitu sudah ditetapkan semua kegiatan itu pasti ada 

indikatornya yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.  
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Peneliti: dalam mengalokasikan anggaran, apakah ada penekanan khusus pada 

program atau proyek yang memiliki dampak terhadap Masyarakat atau 

Pembangunan daerah? 

Yusuf Ramli: ya kalau masalah ini jelas ada karena alokasi anggaran yang 

berdampak terhadap Masyarakat yaitu anggaran pelaksanaan reses Dimana 

anggota Dewan melaksanakan pengawasan terhadap proyek yang sementara 

dikerja maupun proyek yang telah tuntas dilaksanakan. 

Peneliti: bagaimana keterlibatan pihak-pihak terkait seperti komisi Keuangan dan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan akuntabilitas dan integritas 

pengelolaan anggaran di kantor DPRD? 

Yusuf Ramli: Keterlibatan BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan sangat 

berdampak karena dengan adanya hasil pemeriksaan dari BPK dapat jadi acuan 

evaluasi kinerja yang ada terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan apakah ada 

penyimpangan ataukah kekurangan, dari hasil pemeriksaan BPK ini dapat kami 

jadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan tahun-tahun berikutnya. 

Peneliti: dalam menghadapi perubahan kebijakan atau keadaan ekonomi, 

bagaimana kantor DPRD menyesuaikan strategi pengelolaan anggaran untuk 

tetap mencapai keseimbangan keuangan dan memenuhi kebutuhan prioritas? 

Yusuf Ramli:  dalam pengunaan anggaran ini menyikapi kondisi keuangan serta 

kebijakan-kebijakan yang ada maka pelaksanaan kegiatan kedewanan 

dilaksanakan dengan melibatkan skala prioritas, skala prioritas itu yaitu kita 

melihat kegiatan-kegiatan yang mana Tingkat prioritasnya lebih tinggi, itu yang 

didahulukan agar anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien 

tanpa mengurangi hasil yang akan diperoleh setelah pelaksanaan kegiatan 

tersebut. 
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Peneliti: baik pertanyaan terakhir, jadi menurut bapak apakah kinerja pengelolaan 

anggaran dikantor DPRD ini telah berjalan secara efektif dan efisien? 

Yusuf Ramli: menurut saya kinerja pengelolaan keuangan Alhamdulillah sudah 

berjalan dengan baik namun pastilah ada kekurangan dan kendala yang dihadapi, 

tinggal kami menyikapi bagaimana dan mencari Solusi yang terbaik agar semua 

kegiatan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan organisasi yang telah 

dituangkan dalam renja DPRD sebelum pelaksanaan kegiatan ditahun berjalan. 

Peneliti: baik itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih atas waktunya pak.  

Yusuf ramli: siap terima kasih. 
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LAMPIRAN 2 

TRANSKRIP WAWANCARA JENNY, S.E 

 

Peneliti: Sebelumnya, terima kasih atas waktunya ibu, penelitian ini berfokus 

untuk menganalisis kinerja pengelolaan anggaran kantor DPRD Kabupaten 

Enrekang apakah sudah efektif dan efisien dan juga mengevaluasi sejauh mana 

kantor DPRD efektif dan efisien dalam merencanakan, mengelola dan 

menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi. Mungkin langsung 

saja saya masuk ke pertanyaan pertama yaitu bagaimana proses perencanaan 

anggaran di kantor DPRD dilakukan dan sejauh mana perencanaan tersebut 

sesuai dengan kebutuhan dan prioritas organisasi? 

Jenny: baik, sebelum saya menjawab pertanyaan ade, perkenalkan saya ibu jeny 

selaku perencanaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang. Pertanyaannya 

ade bagaimana proses perencanaan anggaran di kantor DPRD dilakukan dan 

sejauh mana perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas 

organisasi. Prosedur penyusunan anggaran Sekretariat DPRD melalui beberapa 

tahapan mulai dari PPTK bisa juga dikatakan Pejabat Pelaksanaan Teknis 

Kegiatan Sekretariat DPRD menyusun rencana kerja anggaran RKA tim Badan 

Anggaran Kebijakan umum APDB serta prioritas dan plapon anggaran sementara, 

bisa juga dikatakan KUAPPAS melakukan sinkronisasi terhadap rencana kerja 

anggaran RKA kemudian diparipurnakan oleh DPRD dan dievaluasi oleh gubernur 

Sulawesi Selatan sampai RKA yang terdapat pada Raperda disahkan oleh DPRD 

dan diubah menjadi dokumen pelaksanaan anggaran DPA. Kendala dalam 

pelaksanaan prosedur tersebut yaitu perubahan harga barang maupun keperluan 

yang terjadi yang tidak terduga dipasaran mengakibatkan perubahan penyusunan 

RKA mungkin itu saja adek dari saya 
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Peneliti: baik pertanyaan selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran bagaimana 

mekanisme penganggaran dan alokasi dana diatur untuk memastikan efisiensi dan 

efektivitas penggunaan anggaran 

Jenny: Alokasi dana diatur untuk memastikan efisiensi dan efektivitas 

penggunaan anggaran itu yaitu mekanisme penganggaran dan alokasi dana agar 

dan alokasi dana efisien dan efektivitas DPRD melakukan rapat Resentasi Internal 

Sekretariat DPRD yang bertujuan untuk memastikan perencanaan anggaran yang 

lebih komprehensif Menyusun anggaran untuk rapat intern efektif dan efisien 

Sekretariat DPRD untuk rapat intern Bersama pimpinan dan anggota DPRD agar 

dapat memformulasikan perencanaan anggaran itu bagaimana mengalokasikan 

anggaran perencanaan sesuai rencana kerja DPRD Dimana Ketika tidak 

berkoordinasi hakikatnya tidak tau apa yang akan dilaksanakan oleh anggota 

sehingga rencana kerja DPRD bisa efektif dan efisien dalam alokasi anggaran. 

Peneliti: apakah masalah yang biasanya dihadapi terkait dalam pengelolaan 

anggaran dikantor ini. 

Jenny: masalah yang menjadi sorotan menyangkut perjalanan dinas, persoalan 

bermacam-macam ada yang harinya lebih dan ada yang ditentukan sesuai nama 

dalam tiket tidak sesuai, jadwal penerbangan tidak sesuai Ada pula rapat komisi 

masing-masing, dalam rapat tidak sesuai dengan lokus yang ditujukan 

Penetili: baik pertanyaan selanjutnya bagaimana evaluasi kinerja dilakukan 

terhadap penggunaan anggaran dan apa Tindakan perbaikan yang diambil jika 

ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan? 

Jenny: kalau pertanyaan evaluasi kinerja itu Ketika tidak sesuai ade, kita merevisi 

Kembali dokumen dan memperbaiki sasaran dan indokator agar sesuai dengan 

standar penilaian. 
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Peneliti: Apakah ada strategi khusus yang ditetapkan dalam pengendalian 

pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan?  

Jenny: baik mungkin ini pertanyaannya untuk penganggaran namun saya 

menjawab untuk sesuai dengan perencanaan yaa melihat kesesuaian alokasi 

program kegiatan output dan DPA melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang 

tercantum dalam DPA, menyelesaikan menyelaraskan pelaksanaan kegiatan 

dengan pencairan dana pertanggung jawaban UP/GU, melakukan percepatan 

pelaksanaan perjadin barang dan jasa, mengikuti peraturan bupati yang telah 

ditetapkan  

Peneliti: Apakah ada indikator kinerja khusus yang dijadikan acuan untuk 

mengukur pencapaian tujuan kinerja terkait pengelolaan anggaran? 

Jenny: indikator kinerja khusus pada OPD Sekretariat DPRD yaitu mempunyai 

indikator kinerja utama. Indikator kinerja khusus itu tidak ada di DPRD, namun 

yang ada di DPRD yaitu indikator kinerja umum yaitu (IKU) presentase 

penyelenggaraan fasilitas kegiatan DPRD dalam fungsi pembetukan Perda. 

Penganggaran dan pengawasan salah satu contoh jumlah rapat atau sidang yang 

direncanakan. 

Peneliti: pertanyaan selanjutnya dalam mengalokasikan anggaran apakah ada 

penekanan khusus pada program atau proyek untuk yang memiliki dampak 

terhadap Masyarakat atau Pembangunan daerah? 

Jenny: dalam mengalokasikan anggaran mungkin dijawab dengan kasubag 

keuangan, kalau untuk perencanaan kayaknya saya jawab kurangnya kurangnya 

ketersediaan anggaran sehingga kegiatan-kegiatan terbengkalai untuk jawaban 

perencanaan 
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Peneliti: bagaimana keterlibatan pihak-pihak terkait seperti komisi keuangan dan 

badan pemeriksa keuangan atau BPK dalam memastikan akuntabilitas dan 

integritas pengelolaan anggaran di kantor DPRD? 

Jenny:  BPK melakukan pemeriksaan terhadap akuntabilitas laporan keuangan 

maupun kinerja pemerintah Sekretariat DPRD. Anggaran yang ditetapkan oleh 

DPRD setiap tahun BPK mengaudit kegiatan-kegiatan yang ada di Sekretariat 

DPRD baik itu perjalanan dinas maupun tugas-tugas pokok DPRD. 

Peneliti: dalam menghadapi perubahan kebijakan atau keadaan ekonomi 

bagaimana kantor DPRD menyesuaikan strategi pengelolaan anggaran untuk 

tetap mencapai keseimbangan keuangan dan memenuhi kebutuhan prioritas?  

Jenny: kalau kami mengikuti Pagu anggaran yang diberikan oleh TAPD bisa juga 

dikatakan Tim Anggaran Pelengkap Daerah 

Peneliti: jadi menurut ibu apakah kinerja pengelolaan anggaran di kantor DPRD 

Kabupaten Enrekang telah berjalan secara efektif dan efisien? 

Jenny: secara kelembagaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Enrekang 

dalam pengelolaan arsip sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan 

terpenuhinya dimensi hasil dimana pengelolaan arsip secara manual namun dari 

dimensi masukan seperti ketersediaan anggaran sertas sarana dan prasarana 

belum dapat dimanfaatkan dengan maximal, dimensi proses dan sejatinya 

merupakan keluaran dari semua proses yang telah dilaksanakan belum maximal 

dan perlu terobosan baru dan dimensi manfaat belum tercapai dan perlu 

ditingkatkan lagi. Mungkit itu saja dari saya adek  

Peneliti: terima kasih ibu mungkin itu saja pertanyaan dari saya terima kasih atas 

waktu yang telah diberikan  

Jenny: iyya  
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LAMPIRAN 3 

TRANSKRIP WAWANCARA MUHAMMAD SAYUTI, S.P., M. AP 

 

Peneliti: baik bismillahirrohmanirrohim terima kasih atas waktunya pak, fokus dari 

penelitian saya untuk menganalisis kinerja pengelolaan anggaran kantor DPRD 

Kabupaten Enrekang apakah sudah efektif dan efisien serta mengvaluasi sejauh 

mana kantor DPRD efektif dan efisien dalam merencanakan, mengelola dan 

menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi . 

Muhammad Sayuti: saya koreksi dulu, dalam pengelolaan anggaran itu bukan 

Lembaga DPRD, yang mengelola anggaran itu adalah Selkertariat DPRD, Yaaa 

karena DPRD itu bukan OPD, bukan organisasi perangkat Daerah iya yang 

organisasi perangkat daerah adalah Sekretariat DPRD, nah makanya Sekretariat 

DPRD itu adalah pengelola anggaran iya yaa. 

Peneliti: iya pak, mungkin langsung saja saya masuk ke pertanyaannya, apa 

masalah yang biasanya dihadapi terkait dalam pengelolaan anggaran di kantor 

Sekretariat DPRD? 

Muhammad Sayuti: Sebenarnya masalah prinsip tidak ada karena pencapaian 

realisasi dari target anggaran setiap tahun itu lebih dari 90%, terakhir itu kita dapat 

93,84% dan tahun-tahun kemarin juga itu lebih dari 90% walaupun demikian yaaa 

ada beberapa masalah, yang pertama adalah sekarang kan pengelolaan anggaran 

menggunakan  metode digitalisasi yaa memang masih ada kendala yang pertama 

itu kendala teknis sendiri. Kendala teknis itu antara server dengan  kita yang 

menggunakan system itu, karena biasa kendala teknis masalah jaringan itu biasa 

terjadi keterlambatan ditambah lagi dengan masalah yang bias akita tidak bisa 

kendalikan misalnya mati Listrik lama padahal kita mendesak untuk 
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menyelesaikan administrasi pengelolaan keuangan atau pengelolaan anggaran, 

nah itu masalah teknis. Yang kedua ee keterbatasan sumber daya manusia untuk 

mengelola itu. Yang jelasnya sekarang bahwa Peremdagri No. 70 Tahun 2019 

tentang sistim informasi tentang daerah mengamanatkan bahwa pengelolaan 

anggaran itu menggunakan sistim digitalisasi naahh yang sangat terbatas kita ini 

adalah tenaga teknis untuk mengelola system itu nah biasa keterbatasan 

maksudnya baik dari sumber daya kompetensi sumber daya manusianya sendiri 

maupun dari jumlah. Karena disini operator untuk mengelola itu hanya 1 (satu) 

orang itu ibu Umi didalam. Hanya satu orang, nah pada saat dia berhalangan nah 

itu yang biasa membuat macet kerjaan. Yang kedua memang sepengetahuan saya 

dia belajar otodidak saja walaupun memang ini aplikasi SIPD memang ada tim  

ahliny. Tapi memang belum pernah dilatih khusus untuk mengelola itu 

menggunakan aplikasi ini jadi belajar apa yaa planning by doing saja kaadang kala 

juga otodidak, dia bekerja sambil belajar kalau dia ada yang tidak jelas dia 

bertanya kea pa Namanya ke tim ahlinya ini apa IT aplikasi. Naahh masalah yang 

ketiga ee apa Namanya dalam pengelolaan anggaran memang apa yaa. Kita 

dalam keterbatasan sumber daya manusia yang jelasnya latar belakang 

Pendidikan untuk aparatur disini tuh bertingkat-tingkat contoh saya, saya sarjana 

pertanian yaa saya sarjana pertanian tapi disuruh mengelola anggaran  inilah yang 

perlu artinya dari sisi teknis kan tidak sesuai dengan jurusan saya makanya ya 

perlu kita pegawai meningkatkan kompetensi untuk pengelolaan anggaran ini. 

Memang ada Permendagri No 77 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan 

APBD. Pengelolaan anggaran APBD ada. Yaitu yang harus kita pelajari 

bagaimana pengelolaan anggaran. Jadi ada beberapa masalah yang pertama itu 

dari segi pengelolaan anggaran khusus pengelolaan anggaran yaahh. Yang 
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pertama adalah dari segi tekhnis. Masalah teknis itu yang saya sebutkan tadi, 

kemudian yang kedua sumber daya manusianya yaitu baik kompetensi kualitasnya 

maupun jumlahnya hanya satu orang. Yang ketiga kita yang khusus untuk 

pengelola kegiatan yang berkaitan dengan anggaran. Kalau istilahnya di 

manajemen anggaran itu adalah PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan). Yaa 

pejabat pengelola teknis kegiatan. Disitu memang ada kelemahan dari segi 

pengetahuan maupun kompetensi yang bersangkutan itu saja contohnya 

saya.saya terus terang dulu dari pertanian masuk disini bingung. Apa yang harus 

saya kerja untuk pengelolaan anggaran jadi sama tadi kita belajar otodidak lah 

disamping juga biasa kita ada dilatih sekali-kali mengenai itu. Ee ada lagi?  

Peneliti: terkait evaluasi kinerja dilakukan terhadap penggunaan anggaran itu 

bagaimana pak dan apa Tindakan perbaikan yang diambil jika ditemukan 

ketidaksesuaian atau penyimpangan. 

Muhammad Sayuti: ee begini disini ada Namanya APIP yah APIP. Jadi Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah. Berada di Inspektorat. Jadi Inspektorat itu 

melakukan pelayanan untuk konsultasi apabila ada hal-hal yang menyangkut 

pengelola anggaran yang kurang jelas bagi ASN yang mengelola anggaran bisa 

langsung bertanya ke Inspektorat kalau ada hal-hal yang tidak dipahami yah satu. 

Yang kedua disini itu khusus untuk pengelolaan anggaran dan 

pertanggungjawaban anggaran itu dilakukan verifikasi secara berjenjang. Ya mulai 

dari Tingkat PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kemudian masuk di PPK 

(Pejabat Penetasan Keuangan) kemudian juga itu di Sekwan. Masing-masing 

mempunyai otoritas dan otoritasnya itu bisa menolak administrasi 

pertanggungjawaban keuangan apabila ada dan ini untuk preventif yah prepentif 

pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kesalahan dan penyimpangan ya. Na 
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itu tadi yang saya bilang kalau ada hal-hal kita disini yang mengelola anggaran, 

ada hal-hal yang tidak kita ketahui kitab isa langsung bertanya ke Inspektorat 

sebagai Lembaga Pengawas Internal Pemerintah. Yaa itu kalau umpamanya ada 

hal-hal kesalahan yang sudah ditemukan oleh APIP itu ditindak lanjuti apakah 

secara administrasi maupun tuntutan ganti rugi. PPTGR Namanya. Itu juga biasa 

kalau ada BPK Badan Pemeriksaan Keuangan yang memeriksa sama sekarang, 

kita sekarang diperiksa oleh BPK. Kita menunggu hasilnya apa kalau 

seumpamanya ada ditemukan yang menjadi temuan itu harus di tindak lanjuti yaa 

kira-kira begitu yaa. Apa lagi? 

Peneliti: apakah ada strategi khusus yang ditetapkan dalam pengendalian 

pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

Muhammad Sayuti: ee begini kita pakai skala prioritas yaa skala prioritas eee 

disini yang kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan adalah kegiatan-kegiatan 

yang menunjang pelaksanaan kegiatan tugas Lemabag DPRD. Nah itu yang harus 

yang wajib itu diapa Namanya. Itu yang wajib di laksanakan yang membutuhkan 

anggaran. Nah itu yang pelaksaan begini memang yang untuk pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib itu untuk menunjang pelaksanaan tugas 

DPRD itu yang wajib kita realisasikan anggarannya kalau untuk belanja-belanja 

penunjang misalnya ATK itu kadang kala karena kita efektifkan apa yang 

dibutuhkan, jadi skala prioritasnya itu adalah kegiatan yang. Anggaran-anggaran 

kegiatan untuk pelaksanaan tugas anggota DPRD. Kalau anggaran pendukung 

misalnya administrasi itu biasanya ada sisa anggaran yang kita tidak habiskan 

karena kita anggap tidak penting untuk kita habiskan masih ada biasa sisa 

anggaran jadi begitu y akita pakai skala prioritas saja. Apa lagi? 
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Peneliti: pertanyaan selanjutnya, dalam menghadapi kebijakan-kebijakan 

ekonomi bagaimana kantor DPRD menyesuaikan strategi penggunaan anggaran 

untuk tetap mencapai keseimbangan keuangan dan memenuhi kebutuhan 

prioritas?. 

Muhammad Sayuti: nah ini sebenarnya terlalu jauh ini. Ini sebenarnya terjadi 

pada waktu covid. Ada istilanya Rekofusing anggaran. Begini secara nasional dan 

menurun ketingkat daerah itu dulu ada wabah ya  dan kebijakan pusat itu salah 

satu untuk khusus anggaran ada Namanya Rekofusing anggaran maksudnya 

Rekofusing anggaran, anggaran-anggaran yang melekat disetiap OPD Kantor 

Dinas dan lain-lain itu Sebagian anggarannya dialihkan untuk penanganan 

covid.yaa karena dulu itu waktu masalah covid, apa yah ini sebenarnya ada 

anggaran yang tidak prioritas, kurang prioritas itu dialihkan untuk pengendalian 

anggaran, pengendalian penyebaran covid. Makanya setiap OPD itu dari rencana 

semula dikurangi anggarannya untuk penanganan covid. Kemudian selanjutanya 

apabila terjadi ini juga untuk biasa dalam rangka inflasi daerah.ini sebenarnya 

yang bisa menjawab ini adalah tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) karena 

ini menyangkut masalah kebijakan atau keadaan ekonomi. Biasanya keadaan 

fiscal begini. Keseimbangan antara ekonomi di daerah. Kalau misalnya barang 

terlalu mahal atau adakan biasa supply and demand kan. Kalau umpamanya inflasi 

kita meningkat barang menjadi mahal. Kemudian terjadi deflasi barang menjadi 

menurun drastic harganya y aitu untuk suplly and demand yang hukum ekonomi 

berjalan begitu.ini sebenarnya dibicarakan ditingkat DPRD pada saat 

Pembahasan anggaran. Makanya biasa DPRD itu melihat semua potensi-potensi 

prioritas maupun permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat maupun di 

Tingkat daerah. Makanya biasa terjadi pergeseran-pergeseran anggaran untuk 
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keseimbangan penggunaan anggaran nantinya. Jangan sampai ada kantor atau 

dinas yang terlalu besar anggarannya sedangkan untuk pelayanan langsung 

dimasyarakat kecil anggarannya. Makanya pada saat pembahasan DPRD dengan 

pihak eksekutif itu dibicarakan disitu.yaa dengan berbagai dinamika dan Analisa 

yang mendalam. Makanya saya bilang yang bisa menjawab ini adalah bukan saya. 

Disini terlalu jauh ini.terlalu jauh ini meluas.tapi ndk apa-apa. Jdi saya bisa jawab. 

Mudah mudahan saya ndk tau betul apa tidak.lalu apa lagi. 

Peneliti: baik masuk kepertanyaan terakhir, jadi menurut bapak apakah kinerja 

pengelolaan anggaran di kantor DPRD Kabupaten Enrekang telah berjalan secara 

Efektif dan Efisien? 

Muhammad Sayuti: dari indikator yang kau susun itu dan dari data laporan 

keuangan yang ada, kalau 93 realisasi keuangan kalau kita ukursnnya begitu ya 

93,64% itu masuk apa? Kategorinya efektif yah 

Peneliti: efektif 

Muhammad sayuti: efektif yaa. 

Peneliti: kalau efektif itu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuan, sedangkan efisien itu bagaimana prosesnya pak 

Muhammad Sayuti: Yaa begini  efisien itu adalah proses pengelolaan anggaran 

yang sesuai dengan aturan yang berlaku, efektif itu adalah pencapaian realisasi 

pengelolaan  anggaran sudah mencapai tujuan yaah.okeee. dari seluruh target-

target yang telah ada seperti kinerja yang telah disususn itu dari perencanaan itu 

misalnya berapa ramperda yang dihasilkan oleh DPRD itu harus tercapai. Ya 

selama ini biasa yang tahun ini kalau ndk salah 7. tujuh ramperda dan itu sudah 

tercapai. Kemudian seluruh kegiatan-kegiatan baik pengawasan, penganggaran 

maupun itu sudah tercapai ya dari kinerja Lembaga DPRD. Memang dari yaitu 
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tentu ada masalah-masalah yang ada nah seperti tadi kenapa tidak 100% 

mencapaian realisasi anggaran karena memang ada hal-hal kebijakan di Tingkat 

pengelolaan anggaran. Bukan berarti bahwa 93,64% itu tidak tercapai secara 

target fisik itu sebenarnya kita sudah tercapai sebenarnya 100%. Nah berarti ad 

akita surplus, ada SILPA anggaran disitu. SILPA anggaran karena untuk apa 

digunakan kalau sudah tercapai target kan. Itu bisa menjadi Tabungan di Kas 

Daerah. Oke sudah, Tuntas. Selesai. Aa okee Sukses yaa. AAMIIN. 

Peneliti: ya mungkin itu saja pertanyaan nya pak. Terima kasih atas waktunya 
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Dokumentasi Proses Pengambilan Data 

a. Wawancara dengan bapak Muhammad Sayuti S.P., M. AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Wawancara dengan Ibu Jenny, S.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Wawancara dengan bapak M. Yusuf Ramli S. AP 
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Lampiran laporan Realisasi Anggaran Kantor Sekretariat DPRD 

Kabupaten Enrekang Tahun 2023 
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LAMPIRAN PERSURATAN 
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